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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (3) Undang Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraturan Perundang undangan

meneybutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,

Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah

naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitlan lainnya

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggurrgjawabkan secara

iimiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-

Undang, Seoagai pemenuhan persyaratan tersebui Kernenterian Kesehatan

telah menyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Undang Undang tentang

Tenaga Kesehatan dengan mengikutsertakan stakeholder, pakar dan organisasi

profesi terkait. \
Dalam penyusunan Naskah Akademik ini dengan berdasarkan pada

permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan Undang-

Undang Tenaga Kesehatan mengatur seluruh jenis tenaga kesehatan, narnun

pengaturan tersebut tidak termasuk hal-hal yang teiah diafur dalarn Undang-

Undang PraKik Kedokteran. Pengaturan dalam UndanE-Undang lenaga

Kesehatan mencakup Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kualifikasi dan Pengelompokan Tenaga

Kesehatan, Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan, Sertifikasi,

Registrasi, dan Perizinan Tenaga Kesehatan, Organisas! Profesi, Tenaga

Kesehatan Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing,

Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, Penyelenggaraan . Keprofesian,

Penyelesaian Perselisihan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan

Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Kementerian Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah berperan dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

KEMENTERIAN KESEHATAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan

tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu " Melindungi segenap bangsa

Intlonesia dan seluruh tumpan darah Indonesia dan uttuk memajuP.an

kesejahtenan untum, mencerdaskan kehitlultan bangsa dan ikut

m ela ksa n a ka n ketertiban d un ia ya ng berdasa rkan,b.emerdekaa n, perda mala n

abadi, dan keadilan sostbf'. salah satu wujud memajukan kesejahteraan

umum adalah Pembangunan Kesehatan yang dihrjukan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup seirat bagi setiap orang agar

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggFtingginya sebagai

investasi bagi pembangunan surnber daya rnanusia yang proCuktif secara'

sosial dan ekonornis sebagaimana diamanatkan undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis Pancasila sah

menjadi dasar Negara Republik Indonesia, karenanya seluruh kehiclupan

bernegara dan bermasyarakat harus didasari oleh Pancasila. Hal ini membed

akibat hukum dan filosofi, yaitu kehidupan negam Indonesia, termasuk

dalam pembangunan kesehatan, harus berpedoman kepada Pancaslla.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aftinya, setiao orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akes
pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu

dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indcnesia.

Pada mulanya upaya kesehatan masiir berfokus pada upaya kuratif dan

rehabilitatif penyakit , namun kemudian berangsur-angsur berkembang ke

arah promotif dan preventif. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
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teknologi maka dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu

didukung dengan sumberdaya manusia kesehatan, termasuk tenaga

kesehatan, yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas sefta den

penyebarannya. Sumberdaya manusia kesehatan meliputi sumberdaya

manusia kesehatan profesi, termasuk tenaga kesehatan strategis, dan

sumberdaya manusia kesehatan non profesi, sefta tenaga

pendukung/penunjang kesehatan, yang terlibat dan bekerja serta

mengabdikan diri dalam upaya dan manajemen kesehatan

Pembangunan kescha+.an diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

der"ajat kesehatan masyarakat yang setinggFtingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan 1) perikemanusaan,

2) pernberdayaan dan kemandirian, 3) ad*{ dan merata, sefta 4)

pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kt:sehatan dilaksanakan melalui

peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Penelitian dan pengembangan

kesehatan, 3) Pembiayaan kesehatan, 4) Sumber Daya Manusia Kesehatan,

5) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 6) Manajemen, informasi

dan regulasi kesehatan, dan 7) Pemberdayaan maqyarakal

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

disebutkan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam

rangka oenyelengaraan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan acjalah

setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehabn sefta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan. Ketentuan mengenai tenaga kesehatan tersebut diatur secara

pokok-pokok dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan terdiri dari 7 kelompok dan 27 jenis tenaga kesehatan, dengan

memberikan peluang pengembangan jenis tenaga kesehatan' Sampai

dengan saat ini jenis tenaga kesehatan telah berkembang mencapai 8

kelompok dan kurang lebih 33 jenis tenaga kesehatan meliputi doKer,

dokter gigi, perawat, perawat gigi, perawat anestesi, bidan, apoteker,

tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis

Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker); epidemiolog

kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan

kerja, tenaga adminisirasi dan kebiiakan kesehatan, tenaga biostatistik dan

kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi dan keiuarga, tenaga sanitasi

lingkungan, entomolog kesehahn, mikrobiolog kesehatan, nutrision's,

dietisien, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, akupunktur,

radiografer, raripteraOis, teknisi gigi, teknisi elelGromedis, analis kesehatan,

refraksions uptisien, oftotik prostetilq perekam medis dan informasi

kesehatan, teknisi kardiovaskuler, fisikawan medis, dan teknisi transfusi

darah.

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting

daiam mewujudkan manusia Indonesia yang rnaju dan mandiri sehingga

mampu berdaya saing dalam era globalisas. Era giobalisasi juga

memberikan pengaruh bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Ferrgaruh itu

berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang didapat adalah

masuknya ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora kesehatan ke

Indonesia sefta peluang bagi Indonesia untuk mengirim tenaga kesehatan

ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan standar kompetetsi,

kesejahteraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi

lain, masuknya tenaga kerja kesehatan asing ke dalam negeri akan menjadi

pesaing bagi tenaga kesehatan dalam negeri sehingga dapat memberi

pengaruh negatif selain pengaruh positif. Dengan memperhatikan hal ini,

agar tenaga kesehatan Indonesia dapat bersaing di dunia internasional

maka tenaga kesehatan harus memiliki kualitas dengan standar

internasional.



Penyediaan tenaga kesehatan dengan kualitas internasional ini merupakan

hal yang harus diatur oleh pemerintah. Pembinaan dan pengawasan yang

berkelanjutan harus dilakukan. Pembinaan dan pengawasan ditakukan

dengan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga

kualitas tenaga kesehatan. Proses itu berkaitan dengan sertifikasi, registrasi

dan perijinan yang berkesinambungan. lzin diberikan setelah tenaga

kesehatan rnelalui proses registrasi dengan pemberian surat tanda registrasi

yang diberikan setelah proses sertifikasi kompetensi melaltti uji kompetensi.

Kompetensi tenaga kesehatan dalam metaksanakan F,rofesinya sangat erart

kaitannya dengan peningkatan derajat keselratan nnasyarakat. Kompetensi

tenaga kesehatan merupakan landasan utarna bagi tenaga kesehatan untuk

dapat melakukan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan

dan pelatihan.

Pemerataan petayanan kesehatan kepacia masyarakat sampai ke ciaerah

terpencil ternyata juga membutuhkan koordinasi yang baik antara

pemerintah dan pemerintah daerah. Pembagian tugas dan wewenang yang

jelas diperlukan dimana pemerintah sebagai pembuat kebrjakan nasional

sedangkan penyebaran tenaga kesehatan sampai dengan daerah te:'pencil,

perbatasan, dan kepulauan menjadi urusan bersama pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan ianggungjawab masing-masing.

Tenaga kesehatan sebagai bagian dari sumber daya manusia kesehatan

perlu dikembangkan dan didayagunakansecara efektif dan efisien dengan

tujuan agar SDM Kesehatan yang konrpeten tersedia atau ditempatkan

sesuai kebuhrhan, terdistribusi secara adi! dan merata, serta didayagunakan

secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan

kesehatan. Berdasarkan hal-hal di atas, pada saat ini regulasi tenaga

kesehatan yang ada tiCak memadai untuk mengatur pengadaan dan

penJagaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berrnutu,

pendayagunaan tenaga kesehatan yang memenuhi kebutuhan

pembangunan kesehatan di seluruh wilayah negara, praktik tenaga
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kesehatan yang utamanya ditujukan untuk tujuan pembangunan kesehatan

nasional, serta berbagai aspek terkait dengan hubungan tenaga kesehatan,

baik hubungan dengan sesama tenaga kesehatan selaku anggota tim kerja

dan maupun hubungan dengan lingkungan kerjanya. Oleh karena itu,

penyusunan P.UU tenaga Kesehatan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Sesua! dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menyeburtkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden

harus diserrai Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil

penelitlan atau pengkajlan hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalah tertentu yang dapai dipertanggungjawabkan secare ilmiah

mengenai pengaturan masatah tersebut datam suatu Rancangan Undang-

Undang, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum

rnasyarakat.

B. Identifikasi Masalah

i'lasalah strategis sumber daya manusia kesehatan khususnya tenaga

kesehatan yang dihadapi dewasa inidan di masa depan adalah:

a. pengadaan dan pendayagunaan sJmber daya manusia kesehatan

belum terencana dengan baik, sistimatis, dan didukung data dan

sistem lnfonnasi yang memadai sehingga belum dapat memenuhi

kebutuhan sumber daya manusia kesehatan secara proporsional untuk

pembangunan kesehatan di seluruh wilayah negara Indonesia;

b. masih belum ditegakkannya sistem pengadaan tenaga kesehatan yang

dapat menrastikan adanya standar kornpetensi profesi, serta sistem

praKik profesi tenaEa kesehatan yang dapat menjamin standar mutu

pelayanan tenaga kesehatan;

c. dalam pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan belum

ditegakkan prinsip pernanfaatan sumber daya rnanusia kesehatan yang

tepat sasaran dan tepat fungsi, penyediaan fasilitas yang tepat fungsi,
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pengembangan karir, sistem penghargaan, tunjangan profesi dan

kinerja, serta penerapan sanksiyang memadai; dan

d. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan

masih kurang, baik dilihat dari segi teknis keprofesian maupun dari

segi kinerja dan perilaku.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut d! atas perlu penguatan

pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan baik melalui

penguatan regulasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan

dan pembinaan serta pengawasan m,rtrr tenaga kesehaian. Dalarn kaitan ini

sumber daya pendukung terutama sistem informasi SDM Kesehatan dan

pembiayaannya perlu ditingkatkan.

Dalam penguatan pengembangan dan pemberdayaan tetr-qga kesehatan

peran pemerintah penting sekali merrgingat penHngnya pengelolaan dari

pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan tersebut agar dapat

mendukung Deran masyarakat termasuk swasta dalarn upaya

pengembangan tenaga kesehatan .

Pembentukan rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan

mempertimbangkan berbagai landasan filosofi, sosiologis, dan yuridls antara

lain:

1. Pancasila adalah landasan idiil dari pembangunan kesehatan dan juga

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan,

sedangkan Undang-Undang 1945 adalah landasan konstitusionalnya.

Dalain Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005'2025 telah

ditetapkan pula dasar pembangunan kesehatan.

Perkembangan sosial ekonomi dewasa ini menuntut diadakannya

pengaturan SDM kesehatan yang baru dan menyeluruh.

Secara yuridis rancaitgan ini dilandasi oleh berbagai produk peraturan

yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

2.

?
:lr
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Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

dan peraturan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 T. ahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negerl, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Soslal Nasional, Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2C11 tentang

Pembentukan Peraturan Perunciang-undangan, undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggai'a Jaminan Sosial dan

Ljndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.

C. Tujuan dan Kegunaan Perqvusunan Naskah Akademik

1. Tujuan :

a. Perumusan permasalahan pengembangan dan pemberdayaan tenaga

kesehatan dan cara-cara mengatasi pennasalahan tersebut.

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dilradapi dalam

pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan dan mencari

solusi permasalahan tersebut.

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis, dan

yuridis untuk pembentukan rancangan Undang-Undang Tenaga

Kesehatan.

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan

Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

2. Kegunaan:

Naskah ini berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.

h
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D. Metode

Metode penelitian dari Naskah Akademik ini diiakukan melalui pendekatan

yuridis normatif dan yuridis ernpiris dengan menggunakan data sekunder

dan primer.

1. Pendekatan yuridis normatif dilaktrkan melalui studi pustaka yang

menelaah terutarna data sekunder seperti dalam:

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir ciengan Undang-Undang l,lomor 12

Tahun 2008

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistern Jaminan

Sosial Nasional

d. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2007 tentang Rencana

\ Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

. e. Undang-Undarrg Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan

f . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

g. Undang-Undang Nomor 24Tahun 20lL tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial

h. Undang-Undang Nomor'12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi

i. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pemerintahan antara Pemerintah Fusat, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

j. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374lMenkeslsKNl}00g tentang

Sistem Kesehatan Nasional yang segera akan ditetapkan dalam

bentuk Peraturan Presiden.

l. Peraturan perundang-undangan terkait tenaga kesehatan.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer yang

diperoleh atau dikumpulkan dari masyarakat dan lnstitusi terkait, antara

lain:

ai
ii
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F
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a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionaUBAPPENAS,

Pembangunan Kesehatan dan Gizi Indonesia: Overuiew dan Arah

Kedepan, Background Study RPJM 201&2014

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun

2005-2025

c. Kementerian Kesehatan, tentang Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007

Can 2010

Keputusan Menten Kesehatan ttlomor 02UMenkes/SIVI/zQl1 tentarig

Rencana Strategis 11smsnfgria n Kesehatan Tah trn 20 10-20 14

Data primer lainnya yarrg te''kait dengan hukum kesehatan dan

tenaga kesehatan.

Diskusi dan rapat dengan para pakar

Studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-

undangan yang ada, rnempelajari dokumendokumen dari negara lain

dan dari WHO serta organisasi intemasional lainnya yang terkait.

d.

e.

3.

4.



BAB II
I(AIIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan

bahwa pengelolaan kesehatan yang disetenggarakan oleh pemerintah,

Femerintah Daerah, dan/atau masyarakat dibuat dalam suatu sistem

kesehatan nasional. sistem Kesehatan Nasional (sKN) Tahun 2009,

menEernukakan bahwa yang di.malLsud dengan oembangunan kesehatan

acjalah upaya yang dilaksanakan oleh semi.ra k-omponen bangsa yang

beftujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemarnpuan hidup

sehat bagi setiap orcng agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggFtingginya dapat terwujud. Agar upaya pembangunan kesehatan dapat

tenruujud, maka diperlukan herbagai sumber daya di bidang kesehatan.

undang-undang Nomor 35 Tanun 2009 juga menyatakan bahwa pemerintah

bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang ksehatan yang

adil dan nrerata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa sumber daya yang

dimaksud dalam Undang-Undang trlornor 36 Tahun 2009 tersebut melipug

ienaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta

teknologi dan produk teknolog

Dalam rangka mengupayakan peningkatan jumlah, jenis, kualitas, dan

penyebaralr sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tersebut di atas,

Kementerian Kesehatan perlu memperhatikan perubahan paradigma nasional

maupun perubahan yang terjadi di skala internasional. Perubahan di skala

nasional ditandai dengan diirerlakukannya undang-Undang .Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 20o4

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini selanjutnya diturunkan

dalam Peraturan Pemerintah Nonnor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, darr

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nom or 4l
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Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya

berbagai peraturan tersebut di atas, maka Pemerintah harus berinteraksi dan
bersinergi dengan pemerintah Daerah dalam upaya merencanakan dan
mendayagunakan sumberdaya manusia kesehatan terutama tenaga
kesehatan.

Perubahan di skala internasional ditandai dengan berbagai kesepakatan
bersama seperti Millenium Develcpment Goals (MDGs), General A.greemenl on
Trade and seryices (GATS), dan Mutuat Recognition Agreemenf (MRA).

Disamping itu, era globalisasi saat ini sudah merupakan suatu keniscayaan,
yang be:'arti terbukanya negara-negara di dunia bagi produk-produk barang
maupun jasa yang datang dari negara manapun dan mau tidak mau harus
dihadapi.

Di bidang kesehatan, Indonesia mengupayakan dalam kepentingan
perdagangan intemasional jasa melalui \{fo (wortd Tnde organization),
CAFTA (china-ASEAN Free Trade Agreement), AFAS (ASEAN Fnmework
Agreement on krwce$ dan perjanjian bilateral.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organlsasi Kesehatan Sedunia
(World Health OrganlzationlWHO) telah mengadopsi Gtobal Code ol, fiactice
on the Internatronal Rwuibnent of tteatth Personnel dalam World Health
Assembly ke 63 tahun 20i0. vr/araupun bersrfat sukarela, sebagai negara

anggota Indonesia perlu ikut mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip

dan rekomendasi Global Code dalam migrasi internasional tenaga kesehatan
antara lain kebijakan etika rekrutnren tenaga kesehatan yang bertanggung
jawab, perlakuan yang setara kepada tenaga kesehatan datarn dan luar negeri,
keberlangsungan sistem kesehatan dan pengembangan tenaga kesehatan,
perlakuan yang adil dan setara terhadap tenaga kesehatan dalam dan tuar
negeri, perjanjian kerjasama lnternasional (bilateral), dukungan terhadap
negara sedang berkembang, peningkatan sistem informasi dan pertukaran
inforrnasi tenaga kesehatan internasiona!, Guna rnengantisipasi

perkembangan di atas, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2007 tentang Daftar Bidang usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang

Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana tetah
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010' Berbagai

kesepakatan maupun peraturan tersebut memungkinkan masuk-nya tenaga

kesehatan asing, berdirinya rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan asing'

meningkatnya masyarakat Indonesia yang mencari pengobatan yang lebih baik

ke luar negeri dan lain-lain yang merupakan tantangan tersendiri bagi upaya

perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Untuk itu diperlukan

strat,.r acuan yang dapat memberi arah, dasar dan strategi dalam

pengembangan tlan pemberdayaan tenaga kesehatan di Indonesia' Sistcrn

Kesehatan llasional menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan

tenaga kesehatan rneliputi 4 pilar yaitu upaya perencanaan' oengadaan'

pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya

manusia kesehatan terutama tenaga kesehatan' Perencanaan sumber daya

manusia kesehatan adalah upaya peneiapan jenis, jumiah, kualifirasi, dan

distribusi tei+aga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan

kesehatan. Pengadaan sumber daya manusia kesehatan adalah upaya yang

meliptrti pencliciikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia

kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan'

Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan adalah upaya pemerataan

dan pemanfaatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan'

Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan adalah

upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan, sefta mengawasi

pengembangan dan pemberdayaan mutu sumber daya rnanusia kesehatan'

1. PerencanaanTenaga Kesehatan

Penyusunanrencanakebutuhandilakukandenganmemperhatikan

keseimbangan antara tenaga kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan

pelayanan kesehatan di setiap kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota'

perencanaan tenaga kesehatan selama ini mengacu oada Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor Bl/Menkes/sKlll?:O}4 Tentang Pedoman

Penyusunan Perencanaan sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat

Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit'
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2. Pengadaan Tenaga Kesehatan

Sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional yang mengatur sumber daya

manusia kesehatan sebagai sub sistem, bahwa pengadaan sumber daya

manusia kesehatan adalah upa)ra yang meliputi pendidikan tenaga

kesehatan dan pelatihan sunrber daya rrranusia kesehatan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan kesehatan, yang meliputi oengaturan :

a. standar pendidikan tenaga kesehatan mengacu kepada stanciar

kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika

profesi.

b. standar pelatihan sumber caya manusia kesehatarr mengacu kepada

standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu Cidukung oleh

etika profesi.

c. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat

menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku

secara nasional.

d. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan

dan pembukaan program pendidikan tenaga kesehatan yang dibutuhkan

daiam pembangunan kesehatan.

e. Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan

ditekankan untuk menghasilkan lulusan ienaga kesehatan yang bermutu

dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan

antara kebutuhan, ctinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri,

dan kemampuan produksi tenaga kesehatan dengan yanq sudah ada.

f. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan

regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai peraturan

persyaratan, menentukan konnpetensi umum, prosedur penetapan

kompetensi khusus tenaga kesehatan, serta menentukan sertifikasi

insiitusi pendidikan dan pelatihan pror'esi.

g. Kompetensi tenaga kesehatan harus setara dengan kompetensi tenaga

kesehatan di dunia internasional, sehingga registrasi tenaga kesehatan

lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional.
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Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus memenuhi

akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/

fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung

penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus responsif gender

yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered).

3. Penciayagunaan Tenaga Kesehatan

Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan cara-cara sebagai berikut:

a. Pennerataari tenaga kesehatan

Dengan memperhatikan aspek kcmampuan ekonomi pemerintah

daerah dan masyarakatnya, maka jenis tenaga kesehatan yang

diutamakan dalam pelaksanaan pendistribusian adalah sebagai berikut:

1,1 Pemerintah daerah dengan kernampuan ekonomi baik-masyarakat

dengan kemampuan ekonomi baik

Distribusi tenaga dokter spesialis menjadi prioritas utama dengan

mitra spesialis (perawat dan tenaga kesehatan lain dengan

kompetensi sesuai kebutuhan) sebagai tenaga pendukung. Hal ini

dimungkinkan mengingat ciaerah ini, tidak terkendala dengan

pembiayaan kesehatan. Pada daerah ini distribusidoKer umum dan

dokter gigi menjadi prioritas selanjutnya. Tenaga kesehatan lainnya

yang dibutuhkan oleh daerah ini terutama tenaga yang memiliki

kompetensi dalam menangani penyaklt degeneratif dan penyakit

tidak menular lainnya. Khusus untuk tenaga sanitarian diharapkan

memiliki kompetensi dalam menangani lingkungan termasuk sanitasi

tempat-tempat umum seperti hotel, restoran, tempat-tempat

pariwisata dan lain-lain. Penempatan tenaga kesehatan kuratif

diprioritaskan di Rumah Sakit dan klinik swasta. Sedangkan tenaga

kesehatan dengan kompetensi upaya kesehatan promotif dan

preventif ditempatkan utamanya di Puskesmas yang lebih berfungsi

menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat (public health).

h.
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2) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat

dengan kemampuan ekonomi kurang

Untuk daerah dengan kondisi ini, maka prioritas utama

pendistribusian adalah dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan,

sanitarian serta doKer spesialis 4 dasar (spesialis kebidanan, anak,

penyakit dalam dan bedah) dan spesialis 4 penunjang (spesialis

patologi klinik, radioloEi, anestesi, dan rehabilitasi medik). Tenaga

kesehatan yang dibutuhkan oleh daerah ini terutama tenaga yang

memiliki kcmpetensi dalam menangani kasus malnutrisi, dan

penyakit !nfeksi. Khusus rrntuk kompetensi tenaga sanitanan

diharapkan memiliki kemampuan Calam surueilance, pengelolaan

pemukiman, pengelolaan air bersih, jamban keluarga dan lain-lain.

Dengan demikian, pendistribusian tenaga kesehatan pada daerah ini

diprioritaskan pada tenaga kesehatan kuratif b>ik untuk Puskesmas

maupun Rumah sakit.

3) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi kurang-

masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang

Jenis, kompetensi dan penempatan tenaga kesehatan vang akan

didistribusikan untuk daerah ini sama dengan jenis, kompetensi dan

penempatan tenaga kesehatan untuk daerah 'pemerintah dengan

kemampuan ekonomi baik-masyarakat dengan kemampuan

ekonomi kurang'. Perbedaan antara kedua daerah ini hanya terletak

pada pembagian peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah.

4) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi kurang-

masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik

Menglngat masyarakat merupakan sasaran utama dari pelayanan

kesehatan, maka jenis, kompetensi dan penempatan tenaga

kesehatan yang akan didistribusikan untuk daerah ini sama dengan

jenis, kompetensi dan penempatan tenaga kesehatan untuk daerah

'pemerintah dengan kemampuan ekonomi baik-masyarakat dengan
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kemampuan ekonomi baik'. Perbedaan antara kedua daerah ini

hanya terletak pada pembagian peran, fungsi tanggung jawab dan

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran aktif

masyarakat dalam pelayanan kesehatan di daerah ini Capat

diUngkatkan.

Dalam upaya pemerataan, rekrutmen tenaga kesehatan untuk

dldayagunakan sebagai pegawai pemerintah daoat Cimulai sejak masih

dalam masa pendidikan. Bagi tenaga kesehatan yang direkrut sejak

masa pendidlkan, dapat diberikan beasiswa sampai lulus dan

selanjutnya ditempatkan sesuai denEan kebutuha n program.

Bagi tenaga kcsehatan yang telah diangkat sebagai pegawai dan

mendapat beasiswa, wajib melaksanakan penugasan pasca tugas

belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan

untuk memenuhi-kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil,

tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan konflik serta daerah yang

tidak diminati.

b. Pemanfaatan tenaga kesehatan

Dengan memperhatikan aspek kemampuan ekonom! pemerintah

daerah dan masyarakatnya, maka upaya yang dilaksanakan dalam

pemanfaatan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Pemenntah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat

dengan kemampuan ekonomi baik

Pada daerah dengan kondisi ini, upaya pemanfaatan tenaga

kesehatan adalah melalui penataan regulasi antara lain: a)

kemudahan/kejelasan pemberian 'rjin praktek; b) pengaturan tarif

jasa pelayanan; c) pengaturan stanCarjasa peiayanan.

Dalam hubungan ini maka sistem pembiayaan kesehatan perlu

dikembangkan dan dimantapkan.

2) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat

dengan kemampuan ekonomi kurang.
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Pemanfaatan tenaga kesehatan di daerah yang berada pada koMisi
ini adalah pengembangan moder irisentif antara rain: r) penyediaan
fasiritas bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan (perumahan,
kendaraan, fasilitas komunikasi dan lain-!ain); 2) sistem remunerasi
yang memadai; 3) penyediaan bia,va pendiciikan dan pelatihan; 4)
pengembangan karir yang jelas.

Pengembangan rnodel insentif ini tentunya harus didasari pada rasa
keadilan, dengan menrperhatikan beban kerja, reslko kerja dan
kondisi wilayah.

3) Pernerrntah daerah dengan kemampuan ekonomi kurang
masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang

Pemanfaatan tenaga kesehatan di daerah dengan kondisi ini
memerrukan peran yang rebih besar dari peinerintah, tetapi peran
pemerintah daerah masih diperlukan. pemanfaatan .;ang dibuiuhkan
pada daerah ini antara rain: 1) penugasan khusus bagi tenaga
kesehatan yang dibutuhkan; 2) penugasan internsip doktei. dan
pasca internsip; 3) penempatan tenaga kesehatan dengan sistem
Prr; fi penugasan meiarui kontrak kerja dengan pihak ketiga
untuk jenis pelayanan terterrtu; 5) pemanfaatan tenaga kesehatan
dengan skill mkatau preuitteging.

4) Pemerintah Daerah dengan kemampuan ekonomi kurang
masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik

Pada daerah dengan kondisi ini, upaya pernanfaatan tenaga
kesehatan adarah merarui pengembangan moder kemandirian antara
lain: a) pengennbangan program ,,home 

care,r, b) pengembangan
program pelayanan kesehatan promotif dan preventif di
institus;/lembaga milik pemerintah maupun swas[a.

c. Pengembangan tenaga kesehatan

Pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan dapat dirakukan
sebagai berikut:

F

$
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1) Tenaga dokter

Bagi tenaga dokter yang baru lulus pi'ogram pendidikan dokter

berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran

dan/atau nnengikuti pendidikan dokter spesialis harus mengikuti

prcgram internsip dokter. Program internsip terdiri dari Program

Internsip Ikatan Dinas dan Program Internsip Mandiri'

Pengaturan dokter setelah menyelesaikan Program Internsip (pasca

Internsip) aoalah sebagai berikut :

a) DoKer peserta Progrann Interlrsip Ikatan Dinas tmjlb

melalcsanakan iuga: pasca internsip meialui penempatan di

fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang ditetapkan oieh

Menteri, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbalasan,

dan Kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan

(DBK). Penempatan dckter pasca program Intersip dilaksanakan

setama 1 (satu) tahun dalam rangka pemerataan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat. Penempatan di fasilitas pelayanan

kesehatan pemerintah dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)

atau tenaga fungsional kontrak Pemerintah'

b) DoKer peserta program Internsip Mandiri tidak memiliki

kewajiban untuk penugasan pasca lnternsip pada fasilitas

pelayanan keschatan setelah menyelesaikan program internsip;

Setelah menyelesaikan Program Internsip dan penugasan Pasca

Internsip, tenaga dokter dapat mengembangkan karir baik di

lingkungan Pemerintah atau swasta.

a) Pengembangan di lingkungan Pemerlntah.

Pengembangan tenaga dokter di lingkungan pemerintah dapat

diangkat menjadi PNS. Sebagai pegawai pemerintah, rnereka

dapat bekerja di: 1) fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;

2) Dinas Kesehatan Propinsi ataupun Kabupaten/Kota; 3)

Kementerian/Lembaga. selanjutnya mereka dapat
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mengembangkan karir melalui program tugas belajar dimana

setelah mengikuti program, mereka diwajibkan untuk

mengabdikan dirisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Di luar lingkungan Pemerintah (non PNS), Pengembangan karir

tenaga dokter dapat menjadi:

(l)Tenaga fungsional Pegawai Tidak Teiap. Kontrak dapat

dilakanakan sebagai berikut: 1) kontr-ak dimuka jangka

panjang (2-3 tahunr\; 2) kontrak dimuka jangka menengah

(1-2 tahun); dan kontrak jangka pendek (6 butan-l tahun).

Bagi mereka yang memilih untuk mengikuti PTT jangka

panjang akan mendapatkan remunerasi yang jauh lebih

tinggi dari mereka yang mengikuti program kontrak jangka

menengah dan pendek.

(2)'l-enaga fungsional maupun manajerial di . lembaga

swasta/BUMN,

(3) PraKik mandiri.

(4) langsung melanjutkan pendidikan;

(5) sektor non kesehatan.

2) Tenaga kesehatan lain

Bagi tenaga kesehatan lain yang baru lulus, dapat didayagunakan

sebagai pegawai pemerintah maupun pegawai swasta.

a) Tenaga kesehatan sebagai pegawai pemerintah, tenaga

kesehatan lainnya dapat memulai karirnya di: 1) Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Pemerintahl. Z) Dinas Kesehatan

Propinsi/Ka bupaten/Kota; 3) Kementerian/Lembaga. Selanjutnya

tenaga kesehatan lainnya dapat mengembangkan diri melalui

program tugas belajar. Pasca mengikuti tugas belajar, tenaga

kesehatan lainnya wajib mengabdikan diri sesuai ketentuan yang

berlaku.
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b) Tenaga kesehatan di luar lingkungan pemerintah (non pNs),

Pengembangan karirnya dapat menjadi:

(l) Tenaga fungsional kontrak pemerintah. Kontrak dapat

dilaksanakan sebagai berikut: 1) kontrak dimuka jangka

panjang (2-3 tahun); 2) kontrak dimuka jangka menengah

(1-2 tahun); dan kontrak jangka pendek (6 bulan-t tahun).

Bagl mereka yang memilih untuk mengikuti program

kontrak dimuka jangka panjang akan menrrapatkan

remunerasi yang jauh lebih tinggi dari mereka yang

rnengikuti program kontrak jangka menengah dan pendek.

(2) Tenaga fungsional maupun manajeriai di tembaga

swasta/BUMN,

(3) Praktik mandiri.

(4) langsung melanjutkan pendidikan;

(5) sektor non kesehalan.

Pengembangan tenaga kesehatan baik di sektor pemerintah maupun

swasta, harus memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNr).

Dalam pengembangan tenaga kesehatan perlu pula diperhatikan hal-

halsebagai berikut:

1) Pengembangan tenaga kesehatan ciapat melalui mobilitas karir
(career mobility). ctareer mobility dapat secara vertikal (kenaikan
jabatan) maupun secara horizontar (rnutasi tenaga kesehatan dari

daerah terpencil ke daerah biasa).

2) Pengembangan tenaga kesehatan melatui peningkatan gaji (satary

scale) maupun pola pensiun Qoension scheme) perlu mendapat
perhatian khusus terutama bagi sektor swasta yang

mendayagunakan tenaga kesehatan baik sebagai tenaga tetap

maupun sebagai tenaga kontrak.

3) selain pengembangan melalui tugas berajar, perlu diperhatikan pula

pengembangan melalui pelatihan berkesinambungan termasuk
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continuing Professional Development (cpD), agar pendayagunaan

tenaga kesehatan dapat sesuai dengan kebutuiian pelayanan serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan,
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan meliputi: 1) jaminan

mutu tenaga kesehatan melalui rcgistrasi, sertifikasi, dan lisensi; Z)
pemenuhan hak-hak dan perlindungan tenaga kesehatan seperti

remunerasi serta jaminan keamanan dan keselarnatan kerja; 3)
pengembangan karir melalui penilalan kinerja, pendidikan cJan petatihan;

4) bimbingan teknis dan superv!si.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan
norlir-it

Beberapa asas atau prinsip dalanr pengembangan dan pemberdayaan sDM

Kesehatan yang terkait dengan nonna metiputi: a. Adif dan merata serta
demokatis, b. Kompeten dan berintegritas, c. Obyektif tJan transparan, serta
d. Hierarki daiam SDM Kesehatan.

Mengingat pengembangan dan pemberdayaan sDM Kesehatan merupakan

bagian dari pembangunan kesehatan, karenanya pengernbangan dan
pemberdayaan sDM Kesehatan mengacu pula pada prinsip dasar
pembangunan kesehatan sebagaimana diafur dalam undang-undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang RpJpN T;rhun 2005-2025 yaitu:

1) Perikemanusiaan;

Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakan, dan dikendalikan oteh

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tenaga

kesehatan harus berbudi ir:hur, memegang teguh etika profesi, dan selalu

menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan serta memiliki kepedulian sosial terhadap

lingkungan sekitar.
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2) Keseimbangan;

Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan,

berkewajiban, dan bertanggung jawab untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, maqlarakat, dan

lingkungannya. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan

dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan

dllaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kernampuan

dan kekuatan sendiri, kepribadian bangsa, semangat solidaritas sosial,

gotorrg royong, dan perrguaian kesehatan sebagai ketahanan naslonal.

Adil dan merata

Dalam pembangunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama

dalam memperoleh derajat kesehatan yang seUnggi-tingginya, tanpa

memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.

Setiap orang berhak rnemperoleh pelayanan kesehaian.

SeUap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang,

serta berhak atas perlindunEan dari kekerasan dan diskiminasi.

Fengutamaan dan manfaat

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan

kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.

Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih

mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan

penyakit.Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada

dasar kemitraan atau sinergisme yang dinamis dan tata

penyetenggaraan yang baik, sehingga secara berhasit guna dan

bertahap dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan derajat kesehatan masyarakat, besefta lingkungannya.

Pembangunan kesehatarn diarahkan agar memberikan perhatian khusus

pada penduduk rentan, arrtara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut,

dan masyarakat miskin. Perlu diupayakan pembangunan kesehatan

3)

4)
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secara terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mengedepankan

nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: berpihak pada rakyat,

beftindak cepat dan tepat, kerja sama tim, integritas yang tinggi, dan

transparansi serta akuntabilitas.

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilaksanakan dalam

ruang llngkup penyelenggaraan SKN, karenanya harus mengacu pula pada

asas-asas penyelenggaraan SKN sebagaimana Ciatur dalam Sistem

Kesehaian Nasional yaitu :

1) Perikemanusiaan;

Setrap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilandasi atas

perikemanusiaan yang berdasa*an pada Ketuhanan Yang Maha Esa

dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. SeUap tenaga

pengelcla dan pelaksana SKN harus berbudi luhur, memegang teguh

etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip perik-emanusiaan dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2) Keseimbangan;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilaksanakan dengan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan indMdu dan

masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan

sipirituai.

3) Manfaat;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehiduiran yang

sehat bagi setiap warga negara.

4) Perlindungan;

Setiap pengelolaan dan pelakanaan SKN harus dapat memberikan

pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima

pelayanan kesehatan.
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5) keadilan;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan sKN harus dapat memberikan

pelayanan yang adil dan merata kepada semua tapisan masyarakat

dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku,

golongan, agama, dan status sosial ekonominya.

6) Penghormatan hak asasi manusia;

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional datam pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesla Tahurr 1945, yaitu

untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat,

maka setiap pengelolaan dan pelaksanaan sKN harus berdasarkan

pada prinsip hak asasi manusia. pasal 2g H ayat I undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s antara tain

mengamanatkan balrwa seuap rakyat berhar atas pelayanan kesehatan

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya tanpa membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin,

cjan status sosial ekonomi. Begitu juga dalam hal bahwa setiap anak

dan perempuan berhak aias perrindungan dari kekerasan dan' diskiminasi.

7) Sinergisme dan kemitraan yang dinamis;

SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjacii

Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi, dan Sinergisme (KIss), baik antar
pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta subsistem

lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor

terkait, seperti pembangunan prasarana, keuangan, dan pendidikan

perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai

tujuan nasional. pembangunan kesehatan harus diselenggarakan

dengan rnenggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara

pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan

mendayagunakan potensi yang dimiliki mas!ng-masing. Kemitraan
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tersebut diwujudkan dengan mengembangkan jejaring yang berhasil

guna dan berdaya guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap

dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

8) Komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);

HEa:'sKN berfungsi baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan,

dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata

pen;,elenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good
governance). Pembangunan kesehatan disetenggarakan secara

demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasicnal,

profesional, serta bertanggung lawab dan bertanggung gugat

(akuntabel).

\

9) Legalitas;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan sKN harus didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. Dalam

menyelenggarakan sKN, diperlukan dukungan regulasi berupa adanya

berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif,

memperhatikan kaidah dasar bioetika dan mendukung penyetenggaraan

sKN dan penerapannya (law enforcement) dalam menjamin tata tertib
pelayanan kesehatan untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat.

10) Antisipatif dan proaktif;

setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan

antisipasi atas perubahan yang akan terjadi, yang di dasarkan pada

pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain.

Dengan mengacu pada antisipasi tersebu! peraku pembangunan

kesehatan perlu iebih proaktif terhadap perubahan tingkungan strategis

baik yang bersifat lnternal maupun ekternal.
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11) Gender dan nondiskriminatif;

Dalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusunan rencana kebijakan dan

program serta dalam pelaksanaan program kesehatan harus responsif

gender. Kesetaraan gender dalam pembangunari kesehatan adalah

kesarnaan kondisi bagi laki-laki dan peremDuan untuk memperoleh

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan

dan ber-partisipasi dalam kegiatan pembangurran kesehatan serta

kesamaan dalam memperoreh manfaat pernbangunan kesehatan.

Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-

laki dan pe!'empuan dalam pemban-qunan kesehatan. setiap
pengelolaan dan pelaksanaan sKN tidak membedakan perlakuan

terhadap perempuan dan laki-laki.

12) Kearifan lokal.

Penyelenggaraan sKN di daerah harus memperhatlkan dan

menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan

hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan, yang dapat diukur

seca.'a kuantitatif dari meningkatnya peran sefta masyarakat dan

secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani.

Dengan dernikian kebijakan pembangunan daerah di bidang kesehatan

harus sejalan dengan sKN, walaupun dalam praKeknya, dapat

disesuaikan dengan potensi dan konciisi serta kebutuhan masyarakat di

daetah terutama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi

rakyat.

c. Kajian terhadap praktik penyerenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menrperhatikan perkembangan tenaga kesehatan sampai dewasa ini, isu

strategis atau masalah pokok dalam pengembangan dan pemberdayaan

tenaga kesehatan meliputi:

1) Pengembangan tenaga kesehatan berum dapat sepenuhnya memenuhi

kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan.
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2) Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan

masih terbatas.

3) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan

belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang

mennadai.

4) Masih kuranE serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan

berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehabn yang

dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagairnana mestinya. Kualitas

hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada unnumnya masih

kurang rnernaCai. Masih banyak instifusi pendidikan tenaga kesehatan

yang belum terakreditasi dan memenuhi sfuandard. Hal ini akan

berdampak terhadap kompetensi dan kualitas iulusan tenaga kesehatan.

5) Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan

tenaga kesehatan yang berkualitas rnasih kurang, utarnanya di daerah

tertinggal, terpencil, pei'batasan, kepulauan dan daerah yang kuiang

diminati.

6) Fembinaan dan pengawasan mutu tenaga kaehatan masih belum dapat

dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi

tenaga kesehatan rnasih terbatas pada tenaga doKer dan doKer gigi.

Sosialisasi dan penerapan perahrran perundang-perundangan di bidang

pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai.

7) Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga

kesehatan masih terbatas. Sistem infomrasi tenaga kesehatan belum

sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat

waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain-lain

belum memadai.

D. Kajian terlradap implikasi penerapan Undang-Undang Tenaga

Kesehatan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya

terhadap aspek beban keuangan negara.

Salah satu kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskat. Kebijakan

desentralisasi fiskal adaiah kebijakan dimana daerah diberi wewenang
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menentukan anggaran belanja masing-masing. pemerintah daerah harus
merencanakan dan menganggarkan progftlm-program pembangunan di
berbagai macam sektor termasuk sektor iesehatan. Salah satu risiko dari
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dari sudut pandang pembiayaan

kesehatan terletak pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah kurang
memberikan prioritas pada sektor kesehatan. Berkaitan dengan
pendayagunaan i.enaga kesehatan, diperlukan komitmen kuat dari
pemerintah daerah guna menempatkan sektor kesehatan sebagai sektor
prioritas.

Dalam draft Rancangan uncang Undang terrtang Tenaga Kesehatan sernuta
direncanakan akan dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Karena
dikaji akan menambah beban keuangan negara maka registrasi tenaga
kesehatan tidak dilakukan oleh Konsil tetapi masuk datam tugas dan
kewenangan Kementerian F.esehatan. Namun sebenarnya denlan adanya
Kcnsil juga dapat diusulkan adanya pi\iBp untuk pelaksanaan regishasinya
sehingga akan mengurangi beban tersebut, sebagalmana Konsil Kedckteran
Indonesia.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUN DANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian bertujuan untuk mengharmonisasikan undang-undang Tenaga
Kesehatan dengan Undang-undang rain yang terkait, seperti dengan:
1' undang-undang Nomcr zoTahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

berkaitan dengan pendiciikan tinggi strdah dicabut dengan undang undang
|lomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
sesuai keteniuan pasat 1 angka 2 uu icntang pencidikan Tinggi:
Pendidikan Tinggi adarah jenjang pendidikan seterah pendicrikan menengah
yang mencakup program diproma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program spsiaris, yang
diselenggarakan oteh perguru,rn tinggi berdasarlon kebudayaan bangsa
Indonesia.

Jens pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik, penaikan vokasi,
pendidikan profesi program pendidikan terdiri dari program sarjana,
program magister, program doktor, program diplorna, *agistcr
tera pa n, dokter tera pan,program profesi dan program spesiatis.

Pendidikan Tinggi bertujuan:

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak muria, seha!
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terainpir, kompeten, dan berbudaya
untuk kepentingan bangsa;

b. dihasilkannya rurusan yang menguasai cabang Irmu pengetahuan
dan/atau Teknorogi untuk memenuhi kepentingan nasionat dan
peningkatan ciaya saing bangsa;

c. dihasilkannya Ilrnu pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi

d. kemajuan bangsa, sefta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat
manusia; dan
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e. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan

karya Penelitian yang bermanlaat dalarn memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Penyusunan RUU tentang Tenaga Kesehatan harus di harmcnisasi dengan

UU ini irntuk disinkonisasi dan diharmonisasi karena mengatur ketenagaan.

Tenaga kesehatan tidak dapat mengikuti ketentuan tenaga keienagakerjaan

pada umumnya karena tenaga kesehatan memberikan pelayanan jasa

berupa jasa pelayanan kesehatan yang menyangkut daya upaya dan

'menyangkut nyawa manusia sehingga Udaf dapat disamakan dengan

tenaga kefia pada umumnya.

Beberapa ketentuan yang harus dicermaU terkait ketentuan :

a. Uj! kompetensi dan sertifikat kompetensi

b. Penggunaan tenaga kerja asing

c. Hubungan kerja

d. tVaKu kerJa

e. Keselamatan dan kesehatan kerja

f. Pengupahan

g. Perselisihan hubugan industrial

h. Mogok Kerja

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedoKeran,

terutama mengenai:

a. Harmonisasi atau keselarasan pemberian pelayanan oleh tenaga medis

dan tenaga kesehatan lainnya.

b. Kendaii mutu dan kendali biaya menentukan kerjasama yang luas antara

tenaga medis dan tenaga lain yang berkaitan.
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Dalam Pasal 3 menetapkan pengaturan praktik kedokteran ini bertujuan

untuk:

1) Memberikan perlindungan Kepada pasien

2) Mempertaharikan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang

diterapkan oieh dckter dan dokter gigi, dan

3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter

gigi.

Dalam Pasal 7l menetapkan:

Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah,

organisasi pi'ofesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai

dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Secara keseluruhan materi yang diatur cialarn Undang Undang tentang

PraKik KedoKeran meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, Konsil

KedoKeran Indonesia, Standar Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi,

Pendidikan dan Peiatihan KedoKeran dan Kedokteran Gigi, Registrasi DoKer

dan Dokter Gigi, Penyelenggartlan Praktik Kedokteran, Disiplin Dokter dan

Doker Gigi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan

Peraiihan, Keter,tuan Penutup.

4. Undang-Undang Nomor 32 t'ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang l.lomor 12 Tahun

2008.

Desentralisasi di Indonesia yang ditandai dengan adanya perubahan pola

hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

telah disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun

2008.
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Ada prinsip konkurensi yang dianut dalam pelaksanaan setiap urusan

pemerinta ha n yang d i-desentralisasika n. Adapu n yang mem bedakan nya

adalah pada skala wilayah dimana urusan pemerintahan tersebut

dilaksanakan. Pemerintah Pusat berwenang melaksanakan urusan

pemerintahan tersebut pada skala wilayah nasional dan internasionall

Pemerintahan daerah Provinsi pada skala wilayah provinsi atau lintas

kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Seciangkan

Pemerintahan daerah kabu paten/Kota berwenang mela ksanakan urusan

pemerintahan tersebut pada skala wilayah Kabupaten/kota yang

bersangkutan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penetapan

kebijakan nasional untuk menjaga harmonisasi, sinkronisasi dan sinerji

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan antara

Pemerintahan Dae:'ah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah

KabupateniKota sebagai sahr kesatr:an datam sistem pemerintahan Negara .r

Kesatuan Republik Indonesia.

Disarnping menetapkan kebijakan nasional, datam urusn pemerintahan

yang di desentralisasikan, Pemerintah Fusat juga masih berwenang untuk

meiaksanakan urusan pemerintahan yang menimbulkan dampak itau

eksternalitas yang bersifat nasional (lintas provinsi) dan internasional (lintas

Negara). Ada tiga kriteria yang diiadikan pedoman dalam pembagian urJsan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yaitu

ektemalitas, akuntabiiitas dan efisiensi. Pengeftian eksternalitas terkait

dengan darnpak yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu urusan

pemerintahan. Ini berarti bahwa tlngkatan pemerintahan yang terkena

dampak dari urusan perrrerintahan tersebut yang berwenang atas urusan

tersebut. Sedangkan kriteria akuntabilitas dimaksudkan untuk menentukan

bahwa tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak

tersebutlah yang berwenang atas urusan pemerintahan termaksud. Kriteria

akuntabilitas dimaksuCkan untuk menjawab tuntutan demokasi yaitu

mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga

meningkatkanakuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi

ditujukan untuk mengakomodasikan tuntutan globalisasi yaitu mendorong
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pemerintahan yang efisien dan berdaya saing. Kriteria eksternalitas dan

akuntabilitas dimaksudkan untuk mengakomodasikan tuntutan demokrasi

sedangkan kriteria efisiensi untuk memenuhi tuntutan ekonomis yaitu

menciptakan pernerintahan yang efisien dan berdaya saing'

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini sebagai berikut:

a. Ketentuan pembinaan manajemen pegawai sipil daerah diatur dalam Bab

V Kepegawaian Daerah Pasal 129: "Pemerintati melaksanakan pembinaan

manaiennen pegawai negeri sipil daerah satu kesatuan penyelenggaraan

menajemen Pegavrai neEeri siPil"

b. Pengembangan Karier seperti diatur dalam Pasal 133: "Pengembangan

karier pegawai negerl sipil daerah mempertimbangkan integritas dan

moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi

antar daerah, dan komPetensi". \

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentarrg Kesehatan, terutama

mengenai:

a. Surnber daya di bidang kesehatan, khususnya ketentuan tentatrg tenaga

kesehatan pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 29.

b. Ketentuan mengenai upaya kesehatan secan umum seperti diatur dalam

Pasal 52 samPal dengan Pasal 165.

c. Ketentuan nnengenai pelayanan kesehatan seperti diatur dalam Pasal 52

sampai dengan Pasal 166.

Ketentuan tentang pengetolaan kesehatan seperti ditetapkan Pasal 167.

Ketentuan mengenai informasi kesehatan seperti diatur dalam Pasal 168

sampai dengan Pasal 169

t. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan mutu tenaga

kesehatan seperti diatur dalam Pasal 178 sampai degan Pasal 1BB.

d,

e.:1..

3,

'1.
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Pengaturan tenaga kesehatan dalam Undang Undang Kesehatan sbb:

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,

pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,

pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana

cjimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 27

(t) Tenaga kesehatan harus memiliki

(2) Ketentuan rnengenai kualifikasi

ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan.

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pela'lanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oilakukan sesuai dengan bidang

keahlian yang dimiliki.

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib

memiliki izin dari pemerintah.

(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagainrana dimaksud pada

ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasd 24

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimakud dalam Pasal 23 harus

memenuhi ketentuan kode eiik, standar profesi, hak pengguna pelayanan

kesehatan, stanciar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

kualifikasi minin'lum.

minimum sebagaimana dimaksud pada

Menteri.
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(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar

pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 25

(1) pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui

pendidikarr dan/atau Pelatihan.

(2) penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemeriniah dan pemerintah

daerah.

(3) Ketentuan mengenai penyetengaraan pendidikan dan/atau pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah

Pasal 26

(1) pemerilrtah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan

pelayanan kesehatan.

(2) Pemeriniah daerah dapat nrengadakan cian mendayagunakan tenaga

kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

(3) pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakatl

b. jumlah sarana pelayanan keseha'.an; dan

c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan

kesehatan Yang ada.

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal2T

(1) Tenaga kesehatan berhak menciapatkan imbalan dan pelindungan hukum

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
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(2)

(3)

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana

dinraksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur datam Peraturan

Pemerintah

li

Pasa! 28

(1) Untuk kepentingan huktim, tenaga kesehatan wajib melakukan
pemeriksaan kesehatan aias permintaan penegak hukum denEan biaya

Citanggung oleh negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang

dimiliki.

Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam rnenjalankan

profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui

mediasi.

6. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025,

terutama mengenai:

a. Arah dan dasar-dasar pembangunan kesehatan.

b. Pembangunan kesehatan dilaksanakan antara lain dengan peningkatan

sumber Caya manusia.

c. Penekanan pembangunan diberikan pada peningkatan perilaku dan

kemandirian masayarakat serta upaya promotif dan preventif.

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terutama:

a. Pasal 12 menetapkan:

1) Persyaratan Sumber daya manusia sebagaimarna dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap

yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga

$;
f,

F
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keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah

sakit, dan tenaga non kesehatan.

2) Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan kualifikasi Rumah

Sakit.

Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan

pi'aKik atau pekerjaan dalam peneyelenggaraan Rumah Sakit.

Rumah Sakit dapat mempekerjakan terraga tidak tctap dan

kcnsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai

denga n ketentua n peratrr ra n perundang-undan gan.

Pasal 13 menetapkan:

1) Tenaga medis yang melakukan praktik

wajib memiliki Surat Izin Praktik

peratura n perundang-unCailga'r.

2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3) SeUap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus

bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah

Sakit standar prosedur operasionai yang berlaku, etika profesi,

menghormati hak pasien dan mengutarnakan keselamatan pasien.

4) Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaisanakan

sesuai den ga n ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Pasal 14 menetapkan:

1) Rurnah sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesua!

dengan kebutuhan pelayanarr.

3)

4)

b,

kedokteran di Rumah Sakit

sesuai drQgan ketentuan
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2) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dilakukan dengan mempertimbangkan

kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta

ketercediaan tenaga kesehatan seternpat.

Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana diirraksud

pada ayat (1) hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang

telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik.

4) Ketentuan lebih lanjtrt mengenai pendayagunaan tenaga

kesehatan asing pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pernerintah.

3)
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BAB IV

LANDASAN FTLOSOFTS, SOSTOLOGIS, DAN YURTDTS

A. Landasan Fitosofis

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang

melipuU suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber

dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar NcAara Republik

Indonesia Tahun 1945

Pancasila adalah lanCasan idiil dari pembangunan kesehatan dan juga dari

pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,

sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adalah landasan konstitusionalnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, periu diupayakan agar

tenaga kesehatan yang ada dewasa ini dan dimasa depan tetap dapat

menghayaU nilai-nilai luhur yang terkandung dalann Undang-undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangu nan Kesehatan d iselenggarakan dengan berdasarkan :

1) Perikemanusiaan

Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan cian dikendalikan oleh

kelmanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga

kesehatan perlu berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu

menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

2) Pemberdayaan dan Kemandirian

Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan,

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dalr

meningkatkan derajat kesehatan perorangarr, keluarga, masyarakat, dan

lingkungannya. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan
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dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan

dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan

dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas

sosiai serta gotong royong.

3) Adil dan Merata.

Dalarn pembangunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama

dalam memperoleh do ajat kesehatan yang setinggi-tlngginya, tanpa

memandang suku, golongan, agama, dan status sosiai ekonominya.

Setiap orang berhak memperoleh peiayanan kesehatan. Setiap anak

berhak atas keiangsungan hldup, tumbuh dan berkembang, serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4) Pengutamaan dan Manfaai.

Pembangunan keseha'.an diselenggarakan dengan mengutamakan

kepentingan umum daripada perorangan atau golongan, Upaya

kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih

mengutamakan pendekatan peningkatan kcsehatan dan pencegahan

penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada

dasar kernitraan atau sinergisme yang dinamis dan tata penyelenggaraan

yang baik, sehingga secara berhasil guna dan bertahap ciapat memberi

manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan

masyarakat beserta lingkungannya.

Pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan perhatian khusus

pada penduduk rentan, antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut,

dan masyarakat miskin.

Pelaksanaan profesionalisme jtrga nrerupakan kompetensi yang hendaknya

didasarkan pader nilai-nilai ilmiah manfaat, keadilan, kemanusiaan,

keseimbangan, perlindungan, keselamatan, dan pemberian pelayanan

kesehatan. Mengingat tugas tenaga kesehatan adalah mewujudkan derajat
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kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka tenaga kesehatan dalam

melaksanakan profesionalismenya harus didasarkan pada upaya kesehatan

dengan pendekatan pemeliharaan kesehatan yaitu peningkatan kesehatan

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit

(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

B. Landasan Sosiologis

uns,;r sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang ditrentuk untuk

nncmenuhi kebutuhan masyarakat dalam berhagai aspek.

Perkembangan zaman sekarang ini menuntut diadakannya pengaturan yang

baru tentang Tenaga Kesehatan diantaranya:

1. untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;

2. agar lenjang dan jenis pendidikan tenaga kesehatan ysng

diselengEarakan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan

pelayanan kesehatan;

3. agar penyebaran tenaga kesehatan dapat memberikan perrindunEan

kepada rnasyarakat;

4. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan;

5. membeilkan kepastian hukum kepada pemberi dan penyerenggara

pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan

kesehatan.

C. Landasan Yuridis

unsur yuridis menggambarkan bahwa peraiuran yang dibentuk untuk

mengaiasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempeftimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dlubah, atau yang

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

secara yuridis, pengaturan ini terrtunya ditandasi oleh berbagai produk

peraturan perundang-undangan yang telah ada, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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a. Pasal 5 ayat(l) menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan

membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat.

b. Disamping itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 mengamanatkan agar Negara menjamin hak-hak rakyat

untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial tanpa

diskriminasi, baik bagi yang secara ekonomis mampu maupun !,ang

miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana tercantum daiam Pasal

28 H yang berbunyi:

2)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, beftempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta i;erhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khususnya

unluk memoeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembarrgan dlrinya secara utuh sebagai manusia yang

bermanfaat.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik

tersebut tidak boieh diambil secara sewenang-wenang oleh

siapapun.

c. Pasa! 34 menetapkan:

1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan maftabat kemanusiaan.

3) Negara bertanggung jawab atas penyeCiaan fasilitas kesehatan

dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur

dengan Undang-Undang.

1)

3)

4)
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2. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Pasal 21 menetapkan tentang tenaga kesehatan:

1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,

pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,

pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan pemerintah.

3) Keteittuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-

Undang.

Selain adanya tenaga medis yang telah ditetapkan dengan Undang-

undan5.,Nomor 29 Tahun 2009, tenaga kesehatan lainnya diafur dalann

peraturan sebagai beriku[

a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga

Kesehatan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan

Kefarmasian

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor i239/Menkes/Sl(Dcl2001

Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk,0z.02lM.enkes/ t4$lriz1Lo
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik perawat .

d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13G3/Menkes/sKlKII/2001

Tentang Registrasi Dan Ijin Praktik Fisioterapis

e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/sVxll/2001

Tentang Regisbasi Dan Ijin Kerja Perawat Gigi

f . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544lMenkeslskNrlzo02 Tentang

Registrasi Dan Ijin Kei'ja Refraksionis Optisien

g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MenkestSKlVlIlz}IZ

Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02lMenkes/ t49lll10l0

3.

i;Y.
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Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, terakhir dengan

Peraturan Menteri Kesehatan No f464lMenkes/PerD(20l0 Tentang

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Keputusan Mentei'i Kesehatan Nomor 579/Menkes/Sffi2003 Tentang

Registrasi Dan Izin Kerja Asisten Apoteker sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MenkeslPerNll}tt

tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor B6ZMenkeslPer/VlIU2lM

Tentang Registrsi Dan Pi'aktik Terapis Wicai'a

Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 35/Menkes/F er N 12006 Tentang

Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 512/Menke slPer N2O07 Tentang

Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nonror Z052/MenkeslPer[l

2011Tentang Izin Praktik Dan Pelaisanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/PerNlZAOT Tentang

Tentang Okupasi Terapis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nornor lSliMenkes/Per/ VZlIO
Tentang Registrasi Tenaga Kesehaian sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796lMenkes/Perffl[Z0lt

Tentang Registrasi Terraga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No 889/MenkeslPerNl20fi Tentang

Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Bersama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan organisasi profesi

terkait, Kementerian Kesehatan saat ini sedang menata berbagai peraturan

registrasi dan perizinan tenaga kesehatan tersebut meliputi sekitar 19 jenis

tenaga kesehatan sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan dan peraturan registrasi tenaga kesehatan yang baru, di luar tenaga

medis dan tenaga kefarmasian.

h.

j.

k.

l.

m.

n.

44



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATUMN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN UNDANG.UNDANG TENAGA KESEHATAN

A. Arah tlan Jangkauan Pengaturan

Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur seluruh jenis tenaga

kesehatan, namun pengafuran tersebut tidak termasuk hal-hal yang telah

diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pengaturan dalam

UnCang-UnCang Tcnaga Kesehatan mencakup :

1. Ketentuan Urnum

2. Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

3. Kualifikasi dan Pengetompokan Tenaga Kesehatan

4. Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan

5. Sertifikasi, Registrasi, dan Perizinan Tenaga Kesehatan

6, Organisasi Profesi

7. Tenaga Kesehatan Luiusan Luar Negeri

Negara Asing

B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

9. Penyelenggaraan Keprofesian

10. Penyelesaian Perselisihan

11. Pembinaan dan Pengawasn

lZ.Ketentuan Pidana

13. Ketentuan Peralihan

L4.Ketentuan Penutup

dan Tenaga Kesehatan Warga

B. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum beris!:

a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengeftian atau

definisi; dan/atau
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c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa

pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud,

dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiridalam pasal atau bab.

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur mengenai ketentuan urnum

sebagai berikut:

a. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengaMikan diri dalanr

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danlatau keterampilan

melalui pendiCikan d: bidang kesehatan, yailg untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya keseha*.an.

Definisi ini sesuai dengan vang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009,

tentang Kesehatan.

b. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat .Qn/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenEgarakan upaya peliiyanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerinta h, pem erin'ua h d aera h, da n/ata u masyara kat.

Definisi ini sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009,

tentang Kesehatan.

c. Upaya Kesehaian adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiabn

yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan unfuk

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan

penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Definisi ini sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009,

tentang Kesehatan

Kompetensi adalah kemamprran yang dimillki seseorang Tenaga Kesehatan

berdasarkan ilrnu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional urrtuk

da pat menjalan kan pra ktik dan/ata u pekerjaa n keprofesiannya.

d.
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e, Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi

Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah

memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu

lainnya sefta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau

pekerjaa n keprofesian nya.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya drsingkat STR, adalah bukti

teftulis yang diberikan olch Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah

diregistrasi.

h. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP, actalah bukti tertulis yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan

yang akan menjalar,(an praKik mandiri.

Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK, adalah bukii tertulis yang

diberikan oletr Pemerintah Kabupaten lKota kepada Tenaga Kesehatan

yang akan menjalatikan pekerjaan keprofesiannya di suatu Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahtian,

keterampllan, dan perilaku Eprofesional yang harus dikuasai dan dirniliki

oteh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya

pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang

kesehatan.

Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuU oleh Tenaga

Kesehatan dalam melakukan pelaya nan kesehatan.

Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksillangkah-

langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu

dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan

konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi

pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan

Standar Profesi.

f.

!1.

j.

k,

l.
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m. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin

ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

n. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan

konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pela.;anan kesehatan

yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

tenaga kesehatan.

o. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerintaharr Degara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

p. Pemerlntah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemeriiitahan daerah.

q. Menteri adatah Menteri yang menyelenggarakan urusan peme:"intahan di

bidang kesehatan.

Dalam RUU tersebut diatur bahwa Undang-Undang ini berasaskan

perikemanusiaan; manfaag pemerataan; etika dan profesionalitas;

penghormatan terhadap hak dan kev,rajiban; keadilan; pengabdian; dan norma

agama sefta bertujuan untuk :

1) memenuhi kebutuhan rnasyarakat akan Tenaga Kesehatan;

2) mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

3) memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima

penyelenggaraan upaya kesehatan;

4) mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya

Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan

memberikan kepastian hukum.

Ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur mengenai tenaga kesehatan

kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang,Undang Praktik Kedokteran.

Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedckteran

5)
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beftujuan untuk :

a. Memberikan perlindungan kepada pasien;

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan

oleh dokter dan dokter gigi; dan

c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Dalam Undang Undang Praktrk Kedokteran memuat materi meliputi: asas dan

tu;uan, pengaturan Konsil Kedokteran Indonesia, Standar pendidikan profesi

kedokteran dan kedokterart gigi, pendidikan dan pelatihan kedokteran dan

kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, oenyetenggaraan praktik

kedokteran, disiplin dokter dan dokter Elgi serta pembentukan Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, pembinaan dan peng?woSEtr,

ketentuan pidana.

2. Tanggung Javrab Dan Wewenang Pemerintah

Daerah

Dan Pemerintair

Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, pembagian urusan pemerintahan

diiaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efrsiensi

dengan memperhatikan keserasian hubungan antar Ungkatan danlatau susunan

pemerintahan. Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

berdasarkan kriter'la pembagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannnya. Urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan Urusan wajib adalah urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi

dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kesehatan termasuk dalam pelayanan dasar. Urusan Pilihan adalah urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan nnasyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan.
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DalamPasal2PeraturanPemerintahNomor38Tahun200Tdiamanatkanbahwa

bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar

tingkatandan/ataususunanpemerintahan,yangdisebutjugadenganurusan

pemerintahanyangbersifatkonkuren,yangdiselenggarakanbersamaoleh

Pemerintah,PemerintahandaerahProvinsidanPemerintahanDaerah

KabuPaten/Kota.

Sistimatikapembagianurusanpemerintahanbidangkesehatanyangbersifat

konkuren adalah sebagai berikut:

1. Brdang : Kesehatan

2. Sub Bidang :

2.1. UPaYa Kesehatan'

2.2. Pembiayaan Kesehatan

2.3. Sumber Daya Manusia Kesehatan'

2.4. Obat dan Ferbekalan Kesehatan

2.5. PemberdaYaan MasYarakat'

2.6. Manajemen Kesehatan'

3. Sub sub Bidang :

3.1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit'

3.2. Lingkungan Sehat'

3.3. Perbaikan Gizi MasYarakat'

3.4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat'

3.5. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat'

3.6.PeninglGtanjumlah,mutudanPenyebaranTenagaKesehatan

3.7.Ketersedlaan,Pemerataan,MutuobatdanKeterjangkauanHargaobat

serta Perbekalan Kesehatan'

3,8. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan

danPengembanganUpayaKesehatan

3.9. Kebijakan.

3. l0.Peneliiian dan Pengembangan Kesehatan'

3. ll.Kerjasama Luar Negeri'

3. 12.Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas'

MasyarakatBerperilakuHidupSehat

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)'
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3. 13.Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Sesuai dengan Undang Undang Kesehatan, kesehatan terdiri dari

kesehatan dan sumberdaya kesehatan. Tenaga Kesehatan termasuk

sumberdaya kesehatan.

Dalam RUU tentarig Tenaga Kesehatan pemhagian urusan

bentuk pembagian tanggung jawab diatur sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawah terhadap:

1) pengaturan, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;

2) peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;

3) perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai

kebutuhan; dan

4l perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam

menja la nka n pra ktik da n/ata u pekerjaan keprofesia nnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan

kebijakan pembangunan nasional;

merenr-anaka n kebufu ha n Tenaga Kesehatan;

melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

pendayagunaan Tenaga Kesehatan;

pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan

kegiabn sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga

Kesehatan;

pelaksanaan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang

Tenaga Kesehatan; dan

penetapan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan

meiakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan

5l

upaya

sebagai

dalam

h

c.

d.

e.

f.

g.



warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di

Indonesia.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi

berwenang:

a. penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala prcvinsi selaras dengan

kebijakan pembangunan nasional;

b. peiaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala protrinsi;

c. perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

f. plmUinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melatui pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan praktik tenaga kesehatan;

g. pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

h. pemberian rekomendasi pendayagunean.Tenaga Kesehatan warga negara

asing.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota

berwenang:

a. penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten/kota selaras

dengan kebijakan nasional dan provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten/kota;

c. perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. pendayagunaan melalui pemerataan, pemanl'aatan dan pengembangan;

f. pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan

kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan;
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g,

h.

pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

pemberian rekomendasi pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

asing.

3. Kualifikasi Dan Pengelompokan Tenaga Kesehatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang Nomor 36 !-ahun 2009

tentang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi mlnimum.

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehaian diatur tenaga kesehatan dan asisten

tenaga kesehatan.

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma iII, kecuali

tenaga medis. Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan rnenengah, Dipioma I dan

Diploma II dapat diberikan kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai

asisten Tenaga Kesehatan. Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi

minimum pendidikan menengah d! bidang kesehatan dan hanya dapat bekerja

di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a. ienaga meciis terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan doKer

giglspesialis.

b. tenaga keperawatan dan kebidanan terdiri dari perawat, perawat g!gi,

perawat anestesi dan bidan.

c. tenaga kefarmasian apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

d. tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga

promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan kerja, tenaga

administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan

kependudukan, serta tenaga kesehatan reprcduksi dan keluarga.

e. tenaga kesehatan lingkungan terdiri dai'i tenaga sanitasi lingkungan,

entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan

t. tenaga giziterdiri dari nutrisionis dan dietisien.

g. tenaga keterapian fisik terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis
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wicara, dan akupunktur.

h. tenaga keteknisian medis terdiri dari radiografer, radioterapis, teknisi gigi,

teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik

prostetik, perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler,

fisikawan medis, dan teknisitransfusi darah.

i. tenaga kesehatan ialnnya yarrg ditetapkan oleh Menteri.

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kesehatan sefta kebuiuhan peiayanan kesehatan, Menteri Capat menetapkan

jenis Tenaga Kesehatan laiti daiam setiap kelompok tersebut.

4. Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendayagunaan

a. Pei'encanaan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:

Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah dan

kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan kesehatan. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan meliputi

jumlah, jenis marrpun mutunya sesuai dengan kebutuhan pembangunan

kesehatan

Menten menetapkan keb'ljakan dan menyusun perencanaan Tenaga

Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara

nasional. Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secarc berjenjang

berdasarkan ketersediaa;r Tenaga Kesehatan dan kebutuhan

penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan. Ketersediaan dan

kebutuhan dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

Merrteri dalam rnenyusun

memperhatikan faktor:

perencanaan Tenaga Kesehatan harus

jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan dan distribusi Tenaga Kesehatan;

penyelenggaraan upaya kesehatan;

ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

1)

2)

3)
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kemampuan pern biayaan;

kondisi geografis dan sosial budaya; dan

pengadaan Tenaqa Kesehatan.

b. Pengadaan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilalsanakan sesuai dengan perencanaan dan

penda';agunaan Tenaga Kesehatan. Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan

melalui penr'lidikan tinggi bidang kesehatan. Pendidikan tinggi bidang

kesehatan diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu

sesuai Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi. Pendidikan tinggi

bidang kesehatan Ciselenggarakan dengan memperhatikan:

1) keseimbangan antara kebutuhan penyelenggl€an Upaya Kesehatan dan

Cinamika kesempatan kefia baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

2) keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan

sumber daya yang tersedia; dan

3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau

masya rakat sesua i ketentua n peratu ra n peru ndan g-unda ngan.

Pendidikan tinggi bidang kesehatan ciiselenggarakan berdasarkan izin sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin diberikan setelah

mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Pembinaan teknis pendidikan tinggi

bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri.

Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dalam penyusunan kurikulurn pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara

pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacrr pada Standar Nasional

Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinas! dengan Menteri.

4)

5)

6)
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Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan sesuai

denga n ketentua n peratu ra n perundang-undanga n.

Pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar

pendidikan Tenaga Kesehatan yang mengacu kepada Standar Profesi dan

Standar Pelayanan Profesi. Standar pendidikan Tenaga Kesehatan dltetapkan

oleh Menteri. Standar pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

masukarr organisasi profesi bidang kesehatan, asosias! pendidikan bidang

kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengadaan tenaga kesehatan yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun

1996 tentang Tenaga Kesehatan diatur sbb:

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan

di bidang kesehatan.

Pendidikan di b-idang kesehatan ditaksanakan di lembaga pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan

berdasarkan'tjin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang ber{aku.

Pelatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan

atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.

Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai

dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti

pelatihan di bidang kesehatan sesuaidengan bldang tugasnya.

Penyelenggara dan/atau plmpinan fasilitas kesehatan bertanggung jawab

atas pemberian kesempatan kepaCa tenaga kesehatan yang ditempatkan

dan/atau bekerja pada fasilitas kesehatan yang bersangkutan untuk

meningkatkan keteranrpilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang

kesehatan.

8) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga

kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.
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9) Pelatihan di bidang kesehatan dapat

dan/atau masyarakat.

10) Pelatihan di bidang kesehatan yang

diiaksanakan dengan memoerhatikan

undangan yang berlaku.

diselenggarakan oleh

diselenggarakan oleh

ketentuan peraturan

Pernerintah

Pemerintah

perundang-

11) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat

dilakanakan atas dasar ;;in Menteri.

12) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya :

a. calon pesefta pelatihan;

tenaga kepelatihan;

kuriku!um;

sumber dana yang tetap
penyelenggaraa n pelatiha n;

sarana dan prasarana.

untuk menjamin kelangsungan

Ada sekitar 32 Poltekkes dibawah Kementerian Kesehatan dan berbagai jenis

pendidikan tenaga kesehatan sebagai bei'ikut: Keperawatan, Kebidanan,

Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Gizi. Fisioterapi. Okupasi Terapi.

Terapi Wicara. Ortctik Prosteti( Farmasi. Anatis Farmasi dan Makanan, Teknik

Radiodiagnostik Can Radioterapi, Analis Kesehatan. Teknlk Gigi, Teknik

Elektromedi( R.efraksi Optisi. Perekam dan Informatika Kesehatan, Teknologi

Tra nsfusi Darah, Akupunktur,Tekn ik Kardiovaskuler.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan

sefta pengembangan tenaga kesehatan. Tujuan pendayagunaan tenaga

kesehatan adalah untuk mengoptirnalkan pemerataan, pemanfaatan dan

pengembangan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan

kesehatan.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing

b.

c.

d.

F.
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendayagunaan terdiri

dari pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penyelenggaraan pendayagunaan tenaga kesehatan di dalarn negeri,

dapat dipergunakan beberapa aspek sebagai acuan sebagai berikut:

1) Klasifikasi kemampuan daerah dan masyarakat

Dalam era desentralisasi, telah ditetapkarr tanggung jawab dan

kcwenangan/ui'usan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendayagunaan tenaEa kesehatan

dalarn negeri, dapat Cibedakan dengan memperhatikan kemampuan daerah

dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan kemampuan ekonomi

pemerintah daerah antara lain:

a) Besaran fiskal daerah;

b) ACa tidaknya sumber daya alam seperti pertambangan dan lain-lain;

c) Ada tidaknya seKor jasa yang menjanjikan sepefti bandara dan lain-lain.

Sedangkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan

kemampuan ekonomi masyarakat antara lain:

a) Upah Minimum Regionat;

b) Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seKor swasta;

c) Banyaknya sekior Usaha Kecil dan Menengah

Dalam upaya penetapan kentampuan ekonomi pemerintah daerah dan

masyarakat, perlu ditetapkan bersama secara lintas sektor dan lintas daerah.

Penetapan klasifikasi kemampuan ekonomi pemerintah daerah dan

masyarakat terkait pendayagunaan tenaga kesehatan harus dievaluasi secara

periodik untuk memastikan efektifitas upaya pendayagunaan tenaga

kesehatan.

Klasifikasi kemampuan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya

dapat dibedakan sebagai berikut:
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a)

b)

Pemerintah daerah

dengan kemampuan

Pemerintah daerah

dengan kemampuan

Pemerintah daerah

dengan kemampuan

Pernerintah daerah

dengan kemampuan

dengan kemampuan ekonomi baik, masyarakat

ekonomi baik;

dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat

ekonomi kurang;

dengan kemampuan ekonomi kurang - rnasyarakat

ekonomi kurang;

dengan kemampuen ekonomi kurang - masyarakat

ekonomi baik

c)

2)Pembagian tanggung jawab antara Pemei'intah dan Pemerintah Daerah

Dengan mempenimbangkan keempat klasifikasi di atas maka pembagian

tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah

adalah sebagai berikut:

Pada klasifikasi 1 (pemerintah daerah ciengan kemampuan ekonomi baik

- masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik), maka tanggung jawab

dan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan dibenkan kepada

pemerintah daerah yang bennitra dengan pihak s,wasta setempai.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan pendayagunaan tenaga

kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah di daerah.

Pada klasiflkasi 2 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik

- masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang), maka tanggung

jawab cian kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan diberikan

kepada pemerintah daerah yang bermifra dengan pihak swasta nasional.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan pendayagunaan tenaga

kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah didaerah.

Pada klasifikasi 3 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi

kurang - masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang), maka

tanggung jawab dan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan

diberikan kepada Pemerintah yang bermitra dengan pihak swasta

nasional.

d)

a)

b)

c)
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d) Pada klasifikasi 4 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi

kurang - masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik), maka tanggung

jawab dan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan diberikan

kepada Pemerintah yang bermitra dengan pihak s,wasta setempat.

Pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam pendayagunaan tenaga kesehatan menurut

klasifikasi kemanrpuan daerah dan masyarakat.

Seiain kemampuan ekonomi pemerintan daerah dan masyarakatnya seperti

diuraikan di atas, aspek iain yang perlu menjadi pertimbangan dalam

pendayagunaan tenaga kesehatan, antara lain adalah:

1) Kondisi geografis (daerah terpencil, sangat terpencil, kepulauan,

perbatasan);

2) Masatah kesehatan antara lain pola penyakit;

3) Sarana, prasarana serta lnfrastruktur daerah;

4) Ratio tenaga kesehatan dengan penciuduk, ratio antar jenis tenaga

kesehatan dan ratio tenaga kesehatan dengan luas wilayah;

5) Sosial dan budaya masyarakat setempat

3) Asas kemanusiaan bagi tenaga kesehatan

Penyelenggarcan pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan

rnempertimbangkan asas.kemanusiaan bagi tenaga kesehatan. Bagi tenaga

kesehatan yang Udak berminat untuk mengabdikan diri sebagai pegawai

pemerintah, dapat memilih untuk bekerja di sektor kesehatan swasta abu di

sektor non kesehatan.

4)TempatTugas dan Fungsi Tenaga Kesehatan

a) Tenaga kesehatan dapat didayagunakan di berbagai fasilitas kesehatan

(pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan penelitian, dan unit
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rnanajemen/administrasi) pada pemerintah (Kementerian/Lembaga,

pemerintah daerah), TNI/Polri dan BUMN sebagal tenaga fungsional

maupun tenaga struktural.

b)Tenaga kesehatan dapat didayagunakan Ci berbagai fasilitas kesehatan

(pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan penelitian, dan unit

manajemen/administrasi) milik swasta (perorangan, kelompok,

perusahaan) sebagai tenaga fungsional maupun tenaga struktural.

c) Tenaga kesehatan yang didayagunakan di

pemerintah rlapat herfungsi sebagai:

fasilitas kesehatan milik

(U Tenaga pelayanan kesehatan pada fasiliias pelayanan kesehatan

l2l Tenaga pendidik dan peneliti pada institusi pendidikan dan penelitiair

(3) Tenaga adrninistrator/regulator balk pada unit manajemen di

kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN m3upurr urrit rnanajemen

pada fasilitas pelayanan 'kesehatan, dan institusi

pendidikan/penelitian

d) Tenaga kesehatan yang didayagurrakan di fasilitas kesehatan milik

swasta dapat beffungsi sebagai:

(1) Tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan

(21 Tenaga pendidik dan peneliti pada institusi pendidikan dan

penelitian

(3) Tenaga administrator/regulator baik pada unit manajemen di

kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN maupun unit manajernen

pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan institusi

pendidikan/penelitian

Yang dimaksud dengan pendayagunaan tenaga kesehatan luar negei'i meliputi:

(1) ter':aga kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke luar negeri, (2) tenaga

kesehatan Indonesia lulusan luar negeri maupun pasca bekerja di luar negeri,
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dan (3) tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di

Indonesia

Prinsip pendayagunaan tenaga kesehatan luar negei'i mengacu pada the WHO

Global Code of Practlce on The International Recruitnent of Health Perconnel

yang telah diadopsi pada Woild Health Assembly tahun 2010 dalam resolusi

WHA63.16. Prinsip tersebut antara lain rnencakup azas transparansi, keadilan

Can dukungan terhadap sistem kesehatan terutama di negara yang sedang

berkembang, Calam kerangka migrasi internasional. Migrasi merupakan hak

setiap tenaga kesehatan. Peran Pemerintah adalah menetapkan regulasi dengan

meminimalkan dannpak negatif, baik bagi Indonesia maupun bagi tenaga

kesehatan, serta rnendukung penguatan sistem kesehatan dalam negeri.

Pendekatan komprehensif dalam pendayagunaan tenaga kesehatan muUak

digunakan sebagai upaya menjawab kebutr-rhan global akan tenaga kesehatan

yang berkualitas.

a. Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri

Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri hanya

merupakan alternatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tenaga

kesehatan. PenCayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri

bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan sebagai upaya mengatasi

kcndisi kelebihan jumlah tenaga kesehatan tertentu untuk sementara waKu

di daiam negeri (temporary surplus). Pendayagunaan tenaga kesehatan ke

luar negeri juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan

dan pengalaman bagi tenaga tersebut yang diharapkan dapat diterapkan

setelah kembali ke Indonesia. Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia

ke luar negeri perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas melalui

perjanjian kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral.

b. Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia lulusan luar negeri

dan pasca bekerja di tuar negeri

Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia lulusan luar negeri

dan pasca bekerja di luar negeri adalah segera didayagunakan di dalam

negeri. Dukungan yang dapat diberikan untuk memberi kemudahan bagi
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tenaga kesehatan Indonesia lulusan luar negeri agar dapat bekerja di dalarn

negeri, adalah dengan memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang

bersangkutan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan-

unciangan.

c. Keb'rjakan pendayaguitaan tenaga kesehatan WNA di Indonesia

Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan WNA di Indonesia dapat

sebagai pemberi pelatihan dalam i'angka atih tehnoiogi dan ilmu

pengetahuan serta pemberl pelayanan dengan Jenls, kualifikasi pendidikan

dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan pci'undang-unciangan.

Agar tenaga kesehatan asing dapat didayagunakan seoptimal mungkin

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu pembinaan dan

pengawasan yang lntensif dan terkoordinasi antar instansi terkait

Pendayagunaan Tenaga Kesehahn dilakukan dengan memperhatikan aspek

pemerataan, pernanfaatan dan pengembangan.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehabn setelah melalui proses seleksi.

Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerlntah Daerah

dilaksanakan dengan cai'a:

1) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2') pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap; atau

3i penugasan khusus.

Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara Pemerintah dapat

menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota

TNI/POLR,I. Pengangkatan sebagai Pegawai r{egeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan

Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus dengan penempatan dokter pasca

internsip, residen senior dan pasca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas.
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Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan

pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan. Penempatan Tenaga

Kesehatan dilakukan melalui seleksi.

Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai

kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari satuan

pendidikan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi

penempatan. Selain Tenaga Kesehatan seleksi penernpatan dapat Ciiruti oleh

Tenaga Kesehatan lulusan institusi pendidikan swasta.

Tenaga Kesehatan yanE teiah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

hai'us melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kompetensi dan

kewenangannya. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau kepala

daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus

mempertirnbangkan pemenuhan kebutuhan :andang, pangan, papan, dan

lokasi, serta keamarran. dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan

karir Tenaga Kesehatan. Pengembangan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui

pendiciikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan pralGik

dan/atau pekerjaan keprofesiannya sefta karimya. Dalam rangka

pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah darr pimpinan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang

sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempeftimbangkan penilaian tdnerja.

Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pelatihan harus memenuhi program

pelatihan dan tenaga pelaUh yang sesuai dengan standar dan diselenggarakan

oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai ketentuan

peraturan pen rrrdang-undangan.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri

dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan

Tenaga Kesehatan di Indonesia dan pehr3ng kerja bagi Tenaga Kesehatan

Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
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Warga Negara Indonesia ke luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. sertifikasi, Registrasi Dan perizinan Tenaga Kesehatan

Dalann RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa petayanan kesehatan dan

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yai)g diberikan oteh renaga
Kesehatarr, Menteri beftugas melakukan pengendaiian mutu Tenaga Kesehatan.

Dalam melakukan tugas Menteri menyetenggarakan fungsi:

a. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

b. penyelen.lgaraan RegisUasi Tenaga Kesehatan;

c. pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan datam menjalankan praktik

dan/atau peker.jaan keprofesiannya; dan

d. penegakan disiplin tenaga kesehatan.

1) Sertifilosi

Setiap Tenaga Kesehatan harus memiliki kompetensi yang dibuklikan dengan

sertifikat Kompetensi. Untuk memperoleh sertifikat Kompetensi setiap

Tenaga Kesehatan harus mengikuti uji kompetensi datam proses sertifikasi.

Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dalam proses sertifikasi

diberikan sertifikat Kompetensi yang bertaku untuk jangka waKu 5 (lima)

tahun.

Untuk uji kompetensi tenaga kesehatan berdasarkan peraturan yang ada saat

ini dilaksanakan sebagai berikut:

a. Untuk tenaga dokter dan dokter gigi. Berdasarkan undang Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sertifikat kompetensi

diberikan oleh Kolegium masing masing setelah dilakukan uji

kompetensi. sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan
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terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan

praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

sertifikat kompetei-rsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda

registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi

ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

b. Tenaga kefarmasian

Berdasarkan Permenkes Nomor 889/lvlenkes/PerNi10fl tentang

F.egistrasi, Izin PraKlk, Dan Izin Kerja TenaEa F.efai'masian sebagai

pelaksanaan Peraiuran Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian, mengetur bahwa Sertifikat kompetensi profesi

dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat

kompetensi profesi berlaku selama 5 (lima) Lahun dan dapat dilakukan uji

kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Organisasi profesi

disini adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.

c. Tenaga kesehatan iainnya

Berdasarkan Permenkes Nomor 1796/MenkeslPerNIlI/2OtL Tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur bahwa Sertifikat kompetensl

dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Pelaksanaan uji

kompetensi diiakukan oleh perguruan tingg! bidang kesehatan yang telah

tcrakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan

ujian akhir. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun cian dapat

diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. Tindak lanjut ketentuan isi sedang

disusun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Uji Kompetensi.

2) Registrasi

Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:

i .i;r
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Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya wajib memiliki STR. STR sebagaimana diberikan oleh Menteri

setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:

a) memiliki 'ljazah pendidikan di bidang kesehatan;

b) memiliki Sertifikat KomPetensi;

c) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d) rnempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi:

dan

e) membuat peri'iyataan mematuhi dan melaksanakan ketetrtuan etika

profesi.

STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di Registrasi ulang setelah

memenuhi pers.laratan Persyaratan untuk Reqistras ulang meliputi:

b) STR lama;

b) memilikisertifikatKompetensi;

c) memiliki silrat keterangan sehat fisik dan mental; dan

d) membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika

profesi.

Saat ini, ketentuan registrasi untuk doKer dan doKer gigi berdasarkan Undang

Undarrg Nomor 29 Tahun 2AO4, dan peraturan pelaksanaannya, diberikan surat

tanda registrasi oleh Konsil KedoKeran Indonesia, sedang untuk tenaga

apoteker berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009 diberikan oleh Komite Farmasi

Nasional, tenaga teknis kefarmasian oleh Dinas Kesehatan Provinsi lulusan,

sedang tenaga kesehatan lainnnya berciasarkan Permenkes Nomor 1796 Tahun

2OLL diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. lJamun belum

implementatif sehingga beberapa tenaga kesehatan registrasinya masih

diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau masih berdasarkan

peraturan sebelumnYa.
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3) Perizinan

Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki

izin. Izin diberikan dalam bentuk SIP atau SIK. SIP atau SIK masing-masing

berlaku untuk 1 (satu) tempat.

SIP atau SIK diberikan oleh pemerintah kabupatery'kota atas rekomendasi

pejabat kesehatan yang berwenang di kabupatenlkota tempat Tenaga

Kesehatan menjalanl<an pekerjaan keprofesiannya. Untuk mendapatkan SIP

atau SIK Tenaga Kesehatan harus rnemiliki:

a) STR yang masih berlaku; oan

b) tempat p:'aktik dan/atau tempat kerja.
\

SIP atau SIK masih berlaku sepanjang:

a. STR masih berlaku; dan

b. tempat praktik atau tempat kerja masih sesuai dengan yang tercantunr

dalam SIP atau SIK.

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pemeorangan wajib memiliki SIP

dan memasang papan nama praktik. Tenaga Kesehatan yang tidak memasang

papan nama, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis,

atau pencabutan iln oleh pejabat yang berwenang.

Kebijakan pengaturan perizinan tenaga kesehatan selama ini

ditetapkan sebagai berikut:

(1) Untuk dokter dan dokter gig! berdasarkan Undang Undang tentang Praktik

Kedoktei'an dan Permenkes Nomor 2052l{enkes/Per/V2011 tentang Izin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran telah ditetapkan bahwa setiap

Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib

memiliki SIP dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. SIP
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bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP

dokter spesialis, dan SIP doKer gigi spesialis. SIP Dokter dan Dokter Gigi

diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pacia fasilitas

pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik

perorangan.

(2) Tenaga kefarmasian ditetapkan

Nomor 88g/Menkes/PerlY 12011

Kerja Tenaga Kefarmasian:

berdasarkan Peraturan fvlenteri Kesehatan

tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin

c.

d.

a. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan

kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga

kefarmasian bekerja.

b. Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1) SIPA. bagi Rptteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan

kefarmasian;

2) SIPA bagi Apoteker penciamping di fasilitas pelayanan

kefarmasian;

3) SIKA bagi Apoteker yang melakuk-an pekerjaan kefarmasian di

fasi litas produ ksi ata u fasi litas disfribusi/penyalura n ; ata u

4) SIKITK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan

pekerjaa n kefa rmasian pada fasil itas kefai'masia n.

SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan.

SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan

kefarmasian atau SII(A hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas

kefarnrasian.

Apoteker penanggung jawab di fasiiitas pelayanan kefarmasian berupa

puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.

SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak

3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

A

f,
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g. SIKTTK dapat diberikan

kefarmasian.

untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

)

)

)

(3) Tenaga bidan

Berdasarkan

(4) Tenaga perawat

Berdasarkan

1464/Menk es/Per /x/20 10 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

bagi bidarr yang telah teregistrasi dapat menjaiankan praktik perorangan

dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dengan perlzinan yang

Caitur sebagai berikut:

1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajih

memiliki SIKB

Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.

SIKB atau SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat

Berdasarkan peraturan tersebut, Bidan dalam menjalankan praktik,

berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliput!:

a. pelayanan kesehatan ibu;

b. pelayanan kesenatan anat<; rian

c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

2)

3)
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Hk.02.02/Menkes/148/V2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik

Perawat mengatur Setiap Perawat yang menjalankan praktik wajib

memiliki SIPP. Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang

menjalankan praKik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik

mandiri. l',lamun ketentuan ini tidak sesuai dengan UU Nonror 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit dimana ditetapkan bahwa tenaga kesehatan

tertentu termasuk tenaga perawat harus memiliki izin. Oleh karena itu di

lapangan tenaga perawat tetap mengacu pada Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 1239/MenkeslS(N 12001 tentang Registrasi dan Praktik
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Perawat dimana perawat yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan

juga memiliki surat izin kerja.

Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 tersebut sedang dalam proses revisi

bersarna dengan MTKI.

Kewenangan perawat sebagaimana diatur daiam Permenkes Nomor 148

Tahun 2010 ditetapkan sbb:

(1) PraKik keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompo(

dan masyarakat.

(2) Praktik keperawatan tersehut dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pelaksanaan asuhan keperawatan;

b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan

pemberdayaan masyarakat; dan

c. pelaksanaan tindakan keperawatart komplementer

(5) Tenaga kesehatan lainnya yang telah ditetapkan untuk memiliki surat izin

pralGilgsurat izin kerja telah dan telah ditetapkan peraturannya selain

perawat dan bidan adalah perawat gigi, fisioterapis, okupasi terapis,

terapis wicara, radiografer dan refraksionis optisien.

4) Pembinaan Praktik dan/atau Pekerjaan Keprofesian

Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:

Dalam rangka terselenggaranya praktik dan/atau pekerjaan kepi'ofesian tenaga

kesehatan yang bermutu, dan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat

perlu dilakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan. Pembinaan dilakukan

oleh Menteri bersama-sama dengan organisasi profesi.

Dalam rangka pembinaan tersebut maka berbagai peraturan yang telah ada

yang mengatur praktik dan/atau pekerjaan keprofesian rnensyaratkan adanya

rekomendasi organisasi profesi.
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5) Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:

Untuk menyelenggarakan fungsi penegakan disiplin tenaga kesehatan dalam

penyelenggaraan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya, Menteri

menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin

tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi Menteri dapat memberikan sanksi disiolin berupa:

a) pemberian peringatan teriulis;

rekomendasi frencabutan STR atau surat izltr oraktik; dan/atau

kewajiban mengikuti pendidikan atau pelaUhan di institusi pendidikan

kesehatan.

Untuk dokter dan dckter gigi berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun

2C09 telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonpsii yang

mempunyai tugas:

menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran

disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan

menyusun pcdoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin

dolCr.er atau dokter gigl.

Sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan tenaga kesehatan dapat

ciibentuk Majelis Kehormatan atau Komite Disiplin Tenaga Kesehatan Indonesia

yang bertugas rflenerima pengaduan, rnemeriksa, dan rnemuiuskan kasus

pelanggaran disiplin tenaga kesehatan yang diajukan. Dalam menerima

pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin MKDTKI

dapat membentuk panitia adhoc dari unsur organisasi profesi tenaga

kesehatan sesuai kebutuhan.

Menurut Blackt Law Dictionary discipline is instruction, comprehending

the communication of knowledge and training to cbserue anci act in accordance

with rules and orderc. Correction, chastisement, punishment, penalty.

Sedangkan menurut Bayles MD, Professiona! Ethics, 1981, discipline is

enforcement of professional norms, by sanctioning professionals for uiolation of

them. Pendisiptinan dimulai dengan adanya pembuatan dan penerapan

b)

c)

a.

b.
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peraturan dan tata-teftib, pemantauan pelaksanaan peraturan dan tata-tertib

dan pemeriksaan kasus pelanggaran dan pemberian sanki disiplin bagi

pelanggarnya. Prinsip penegakan disiplin "bad apple theory'' yaitu untuk

mengidentifikasi dokter dan dokter gigi berkinerja buruk dan menyingkirkan

yang berkineqa buruk dari masyarakat karena penegakan disiplin utamanya

untuk melindungi pasien (Almatsier, Merdias, 200q. Melanggar standar pi'ofesi

dan standar pelayanan adalah domain disiplin profesi, tetapi pelanggaran yg

merrgaklbatkan kerugian/cidera (kelalaian) menjadi domain hukum (Sampum7

tsudt, 200fl. Sedangkan penegakarr disiplin ditujukan untuk, ( Herkutantq

2005):

a. Proteksi pasien yaifu mencegah terulangnya kejadian serupa.

b. Menjaga mutu yaitu memastikan dokter dan dokter gigi bekerja dalam batas

norma profesi yang baik ( profusional standards).

c. Menjaga kehormatan profesi meliprrti:'

1) alfruisme, rnengedepankan kepentingan pasienl

2) duty of carel memelihara, kepedulian.

3) Pemantauan internal oleh kolega/sejawat

6.Organisasi Profesi

Tenaga Kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk

meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan,

marhbat dan etika profesi Tenaga Kesehatan. Setiap jenis Tenaga Kesehatan

hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi. Pembentukan organisasi

profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tenaga kesehatan telah terdapat berbagai organisasi profesi

sebagai berikut: DoKer : IDI, DoKer gigi : PDGI, Apcteker: AAI, Tenaga teknis

kefarmasian, antara lain: PAFI, Tenaga kesehatan lingkunganisanitarian :

HAKLI, Tenaga kesehatan masyarakat : IAKMI, Fisioterapis: IFi, Fisikawan

meCis :II(AFNII, EleKromedis :IKATEMI, Terapis wicara :IMTWI, Perawat

anestesi :IPAI, Perawat :PPNI, Perawat gigi :PPGI, Bidan :IBI, Refraksionis

optisien :IROPIN, Ahli gizi :PERSAGI, Perekam medis dan Informasi kesehatan
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:PORMIKI, Teknisi gigi:PTGI, Okupasi Terapis :IOTI, Ortotis Prostetis :IOPI,

Radiografer :PARI.

7. Tenaga Kesehatan Lulusan Luar Negeri Dan Tenaga Kesehatan Warga

Negara Asing

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sebagai berikut:

Tenaga Kesehatan Warga Negara Incionesia lulusan luar negeri yang akan

melakukan Upaya Kesehatan di Indonesia harus ffi€rn€rruhi persyaratan

sertifikasi, registrasi, dan perizlnan.

SertifikasiTenaga Kesehatan dilakukan rnelalui evaluasi penilaian terhadap:

1) keabsahan ijazah; dan

2') kem-ampuan untuk menjalankan pekerjaan keprofesiannya yanE

dinyatakan dengan Sertifikat Kompetensi seielah dilakukan uji kompetensi.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi, Regiskasi, dan perizinan Terraga Kesehatan

lulusan luar negeridilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menciayagunakan Tenaga Kesehatan warga

negara asing sesuai dengan persyaratan. PenCayagunaan Tenaga Kesehatan

warga negara asing dilakukan dengan mempeftimbangkan:

a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan

b. ketersediaan Tenaga Kese.hatan setempat.

Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik dan/atau

pekerjaan keprofesiannya harus mengikuti evaluasi, sertifikasi dan uii

kompetensi. Selain memenuhi persyaratan Tenaga Kesehatan warga negara

asing wajib menriliki STR dan SIP atau SIK.

Selain ketentuan tersebut Tenaga Kesehatan warga negara asing harus

memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berkaitan dengan tenaga kesehatan lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan

asing selama ini diatur sebagai berikut:
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Pasal 30 dan pasal 31 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2A1,2 tentang

Praktik Kedokteran menEatur sbb:

(1) DoKer dan doktei'gigi lutusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik

kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.

(2) Evaluasi meliputi:

a. kesahan ijazah;

b. kemampuan untuk melakukarr praktik kedokteran yang dinyatakan

dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan

sertifikat kom petensi;

c. mempunyai surat pernyataan telah nrengucapkan sumpah/janji doKer

atau doKer gigi;

d. memiliki surat keterangari sehat fisik dan mental; dan

e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan

etika profesi.

(3)

(4)

(s)

(6)

Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan

tersebut juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan

peraturan pe:'undang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

Surat tanda regisirasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan doker

gigi warga negara asing yang melakukan k-egiatan dalam rangka

pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang

kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya

Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter

gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka

pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang

kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta progrcm

pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

(7)
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(B) Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan

pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi

bersyarat.

Dalam Peraturarr Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2052/MenkeslPerlXl2Afl Tentang Izin PraKik Dan Pelaksanaan FraKik

Kedokteran ditetapkan sebagi berikut:

a. DoiGer Dan Do!<ter Gigi Warga Negara Asing Dapat Diberikan SIP sepanjang

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

b. Selain persyaratan tersebut Doktei' dan Dokter Gigi warga negara asing

juga harus :

1) telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan

bukti lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.

c. Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing hanya dapat bekerla atas

pennintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam ruang lingkup:

1) pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan

teknologi; dan

2) pemberi pelayanan.

d.Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilarang berpraktik secara

mandiri.

e. Larangan tersebut dikecualikan untuk pemberian pertolongan pada bencana

atas izin pihak yang berwenang.

f. Kriteria dan Persyaratan dckter dan dokter gigi warga negara asing,

persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan pengEuna dokter dan dokter gigi

warga negara asing, dan tata cara permohonan pendayagunaan dokter dan

dokter gigi warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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g. Sertifikasi, Registrasi, dan Perizinan bagi doKer dan dokter gigi warga negara

asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

317lMenkes/PerlIiUzAiA Tentang Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia,

Selain ketentuan tenaga kesehatan asing yang diatur berdasarkan UU PraKik

Kedokeran, ketentuarr pei'aturan ini mengatur tenaga kesehatan warga negara

asing OK-WNA) sebagai berikut:

1) Pendayagunaan TK-WNA dipertimbangkan sepanjang terdapat hubungan

bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara asal TK-WNA

yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik

dengan Indonesia.

2\ TK-WNA hanya daoat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

atas permintaan pengguna TK.WNA kecuali pada pemberian pertolongan

pada bencana atas izin pihak';ang benrvenang.

3) TK-WNA dilarang berpraKik secara mandiii, tcrmasuk dalam rangka kerja

sosial.

4) TK-WNA dilarang menduduki jabatan personalia dan jabatan teftentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

5) TK-WNA dilarang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai

dengan keahtian, jabatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau

wilayah kerja yang telah ditentukan dalam IMTA

6) Bidang pekerjaan yang dapat ditempati TK-WNA meliputi: Pemberi

petatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan, dan

Pemberi pelayanan. TK-WNA Pemberi Pelayanan harus memiliki STR yang

dikeluarkan oieh KKI untuk dokter dan dokter gigi atau oleh MTKI untuk

tenaga kesehatan lain serta memiliki Surat Izin PraKik (SIP). TK-WNA

Pemberi Pelayanan berkualifikasi minimal dokter spesialis dan atau dokter

gigi spesialis atau yang setara, serta 51 bagi tenaga kesehatan lainnya.

TK-WNA Pemberi Pelayanan hanya dapat bekerja di Rumah Sakit Kelas A
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dan Kelas B yang telah terakeditasi serta fasilitas pelayanan kesehatan

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.TK-WNA Pemberi Pelatihan

berkualifikasi minimal dokter subspesialis atau konsultan, dokter gigi

subspesialis atau konsultan atau yang setara, serta 52 bagi tenaga

kesehatan lainnya.

7) Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menggunakan TK-WNA harus

memiiiki RPTIG dan IMTA

8) Untuk mendapatkan rekomendasi RPTIG. fasilitas pelayanan kesehatan

mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :

a. Akte badan hukum;

b. Sertifikat akeditasi bagl Rumah Saki[

c, surat izin operasional tetap minimal telah berjalan 2 (dua) tahun bagi

fasilitas pelavanan kesehatan tertentu;

d. surat keterangan domisili;

e. bagan struktur organisasi;

f. surat bulCira.,ajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;dan

g. surat keterangan memenuhi kesehatan lingkungan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

9) Untuk mendapatkan Rekomendasi IMTA, fasilitas pelayanan kesehatan

mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:

a. sertifikat kompetensi dari negara asal;

b. Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah teregristrasi

sebagai tenaga kesehatan dari Instansi yang berwenang di bdang

kesehatan di negara asal;

c. fotocopy'ljasah pendidikan tenaga kesehatatr yang diakui oleh negara

asal;

d. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi;

e. surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal;

f. surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun

sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
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j.

k.

g.

h.

l.

L

m.

n

surat rekomendasi (letter of performance) dari Instansi yang

berwenang di bidang kesehatan di negara asal;

surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di

negara asal;

surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran etik dari

organisasi profesi negara asal;

surat izin praktik dari negara asal yang masih berlaku;

surat pernyataan bersedia mematuhi perai:uran perundang-undanEan,

sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang

bei-laku di Indonesia;

surat pernyataaan bersedia meiakukan alih teknologi dan ilmu

pengetahuan kepada tenaga kesehatan Warga Negai'a lndonesia

khususnya tenaga pendamping;

surat pernyataan dari fasilitas pela1t211rn kesehatan di lndonesia

dengan menunjukkan bukti bersedia dan mampu menanggung biaya

hidup minimal untuk jangka waktu 2 (ciua) tahun di indonesia;

mampu berbahasa lndonesia dengan baik yang dibuktikan dengan

sertifikat bahasa indonesia dai'i lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah;

surat pernyataan bersedia melakukan evaluasi bagi TK-WNA Pemberi

Peiayanan;

surat persetujuan (letter of acceptance) dari kolegium terkait di

lndonesia;

fotocopy keputusan pengesahan RPTI(A yang masih berlaku;

daftar riwayat hidup calon TK-WNA; dan

fotocopy paspor calon TK-WNA.

o.

p.

q.

r.

S.

h
k
F'

i,

8. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Dalam P.UU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau

keprofesiannya berhak:

pekerjaan
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1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur

Operasional;

2l memberikan peiayanan kesehatan sesuai Standar Profesi, Standar

Pelayanarr Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

3) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Petayanan

Kesehatan atau keluarganya;

4) menerinra lmbalan jasa;

5) memperoieh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan keria,

pertakuan yang sesuai clengan harkat dan ma:'tabat manusia, rnorai,

l<esusiiaan, serta nilai-nilai agama;

6) mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; dan

7) atas hak lainnya sesuai clengan ketentuan peraturan perunciang-undangan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya wajib:

1) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Prot'esi, Standar

Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasicna!, etika profesi serta

kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

2) memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau

keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

3) menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

4') membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang

pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan; dan

5) merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang

mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2) dan 4) hanya berlaku bagi

Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.
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Tenaga Kesehatan yang menjarankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan
pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan datam keadaan
gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan
pencegahan kecacatan. Tenaga Kesehatan) dilarang menolak penerima

Pelayanan Keseiratan dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Selain dari pada hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi yang diatur dalam
Undanq Undang Praktik Kedokieran, daim FP Nrtmor 32 Tahun 1996 tentarrg
Tenaga Kesehatan diatur kewajiban tenaga kesehatan sbb:

1) Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang

kesehatan yang ciinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

2) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewa)iban untuk
mematuhi standar profesi tenaga kesehatan

3) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas
profesinya berkewajiban untuk :

a. menghormati hak pasien;

b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehakn pribadi pasien;

c. memberikan infcmasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang

akan dilakukan;

d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. membuat dan memelihara rekam medis. ,

Hak tenaga kesehatan diatur antara lain sebagai berikut:

1) Memperoleh perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang

melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

2) Menerima imbalan jasa

3) Menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar profesinya

4) Mendapat pembirraan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.
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Selain itu berbagai peraturan menteri yang mengatur registrasi dan praktik

tenaga kesehatan juga mengatur kewajiban masing masing tenaga kesehatan

tersebut.

g.Penye!enggaraan Keprofesian

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

1) mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;

2) memelihara dan meningkatkan Kompetensi;

3) bersikap dan berperilaku sesuai derrgan etlka profesi;

4') mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau

kelornpok; dan

5) melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam

menyelenggarakan upaya kesehatan.

Datam menjalankan praKik dan/atau pekerjaan keprofesiannya, Tenaga

Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan

Kesehatan, harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentirrgan Penerima

Peiayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praKik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada

Kompetensi yang dimilikinya.

lenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang

pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat

Kompetensi. Dalam keadaan teftentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan

pelayanan di luar kewenangannya. Setiap Tenaga Kesehatan dilarang

rnemberikan pelayanan kesehaian perseorangan dengan menggunakan metode

atau tata cara pengobatan nonkonvensional dan belum Citetapkan sebagai

nnetode pengobatan komplementer-alternatif oleh Menteri.
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a. Delegasi Tindakan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur sbb :

Dalam melakukan pelayanan kesehaian, Tenaga Kesehatan dapat menerima

pendelegasian tindakan medis dari tenaga medis.-Dalam rnelakukan pekerjaan

kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pendelegasian

pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.

Pendelegasian tindakan dilakukan dengan ketentuan:

1) tindakan yang didelegasikan termasuk dalam kemampuan dan

keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima delegasi;

2) pelaksanaan tindakan yang didelegasikan tetap dibawah pengawasan

pemberi delegasi;

3) pemberi delegasi tetap bertanggung jawab atas tindakan yang

didelegasikan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai denqan delegasi

yang diberikan; dan

4l tindakan yang didelegasikan tidak termasuk pengambilan keputusan

sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

Mengenai delegasi tindakan ini saat ini sudah diatur dalam Permenkes Nomor

2052 Tahun 2011 dalam pasal 23 sbb:

l) Dckter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan

kedoKeran atau l,.edokteran gigi kepaCa perawat, bidan atau tenaga

kesehatan tertentu lainrrya secara tertulis dalam rnelaksanakan tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi.

2l Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan

pelayanan yang melebhi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas

pelayanan tersebut.

3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

ciengan ketentuan:

a) tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan

keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;

)

!
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e)

pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan

pemberi pelimpahan;

Dember! pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang

dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan

yang diberikan;

tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan kllnis

sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan

tindakan yang dilirnpahkan tidak bersifat terus menerus

b. Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur

Operasional

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur:

Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar

Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Standar Profesi dan

Standar Pelayanan Profesi untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehaian

ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universa! ditetapkan dengan Peraturan

Menteri. Siandar Prosedur Operasional ditetapkan oleh Fasllitas Pelayanan

Kesehatan.Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praKik daniatau pekerjaan

keprofesiannya daoat melakukan peneliiian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Penelitian dan pengembangan ditujukan untuk metrghasilkan informasi

kesehatan, teknologi, produk teknologi dan teknologi informasi kesehatan untuk

mendukung pembangunan kesehatan. Penelitian dan pengembangan

kesehatan dilaksanakan sesua! dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Beberapa standar profesi telah ditetapkan oleh organisasi profes!

yang bersangkutan, terkait standar pelayanan profesi telah ditetapkan standar

pelayanan kedokteran dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1438/ Men kes/Per/IX/20 10.

b)

c)

d)
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c. Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan

Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga

Kesehatan harus mendapat persetujuan.

Persetujuan diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.

Penjelasan sekurang-kurangnya mencakup:

1) tata cara tinoakan pelayanan;

2) tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;

3) alternatif tlndakan lain;

4) risiko dan kornplikasi yang mungkin terjadi; dan

5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan.-

Tenaga Kcsehatan yang merrgandrrng risiko tinggi ha:'us diberikan deng.rn

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan

persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujulon untuk

kepentingan masyarakat dan tidak melanggar'hak asasi manusia. Pelayanan

kesehatan rnasyarakat yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan

persetujuan tindakan. Pelayanan kesehaian tetap harus diinformasikan kepada

masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Bercjasarkan Undang Undang tentang Praktik Kedokteran telah ditetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

29 0/ M e n ke s I P er llIU 2008 Te nta n g Perseiuj ua n Ti nda ka n Kedoktera n.

Sejalan dengan hal tersebut dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 pasal 22

ditetapkan bahwa tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas

profesinya berkewajiban untuk meminta persetujuan terhadap tindakan yang

akan dilakukan.

d.Rekam Medis

Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan

perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.
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Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus segera dilengkapi setelah

Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.

Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhi nama,

waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan

pelayanan atau tindakan. Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus

disimpan dan dijaga kerahasiaannya cleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak

melaksanakan !<etentuan mengenai rekam medis Penerima Pelayanan

Kesehatan dikenai sanksi adnninistratif dan/atau disiptin. Rekam nnedis Penerima

Peiayanan Kesehatan menrpakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam

hai dibutuhkan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam

medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. .

Berclasarkan Undang Undang tentang Praktik -Kedokteran telah ditetapkan

Peraturan . Menteri Kesehatan Repuolik Indone-sia Nomor

269/MenkeslPer l[7il2008 Tentang Rekam Medis

Sejalan dengan hal tersebut dalam PP Nornor 32 Tahun 1996 pasai 22

ditetapkan bahura tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas

profesinya berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis.

e.Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib

menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka .hanya untuk

kepenUngan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, memenuhi permintaan

aparatur penegak hukum untuk kepentingan pada saat sidang pengadilan,

permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan rahasia kedokteran juga diatur dalam Utrdang Undang Nomor

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Wajib simpan rahasia kedoKeran juga diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1966

tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran yang mengatur sbb:

,.,
*,
t'
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;,
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1) Yang wajib menyimpan rahasia kedokteran adalah tenaga kesehatan dan

mahasiswa kedokteran, murid yang bedugas dalam lapangan

pemeriksaan, pengobatan dan/atu perawatan dan orang lain yang

ditetapkan oleh Menkes

2) Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahu! oleh orang

orang tersebut pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam

lapangan kedokteran.

PP tersebut belum dicabut meskipun materinya sudah diaiur daiam UU Praktik

Kedokteran, karena dalam PP tersebut juga mengatur mahasiswa kedokteran.

Dalarn pasal 57 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga

mengatur sbb:

1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

dlkemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.\
2l Ketentuern mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi

' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Udak berlaku dalam hai:

a) perintah unciang-undang;

b) perintah pengadilan;

c) izin yang bersangltutan;

d) kepen$ngan maqyarakat; atau

e) kepentingan orang tesebut

f.Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayananan

Kesehatan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur:

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga

Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik itau

pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Keseiiatan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praKik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan datam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan
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kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok

Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Hal tersebut juga sudah ciiatrrr dalan: PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan, pasal 24 bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga

kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga

kesehatan.

lO.Penyelesaian Perselisihan

Setiap Penerima Pelayanan Kesehaian yang dirugikan akibat kesalahan atau

kelaiatan Tenaga Kesehatan dapai meminta ganti rugi sesuai ketentuan

peraturan perundarrg-undangan.

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan

profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang Umbul

akibat kelalaian tersebut harus ciiselesaikan terleoih dahulu rnelalu!
' 

mediasi.Mediasi tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan

tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan antara Tenaga

Kesehatan dengan Fasllitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undanga n

Hal tersebut juga sudah diatur daiarn PP Nomor 32 Tahun 1995 tentang Tenaga

Kesehatan, pasal 23 bahwa:

Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi

karena kesalahan atau kelalaian. Ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang bei'laku.

Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

'Setiap tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan

kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.
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ll.Pendanaan

Dalam pasal 170 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dalam bab Pembiayaan Kesehatan, diatur sebagai berikut :

a. penrbiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan

yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara

adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk

rnenjamin terseienggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan

derajat kesehatatr il0s1r3;33.t setinggi-tingginya'

b. Unsur-unsur pemblayaan keseiratan sebagaimana dimaksud pada ayai (1)

terdii-i atas sumber pembiayaan, alckasi, dan pernanfaatan.

c. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat swasta dan sumber lain.

- perlu pengaruran pendanaan daiam RUU tenBnE Tenaga Kesehatan. Pendanaan

tersebut juga harus disesuaikan dengan UU SISN dan UU BPIS terkait dengan

pembiayaan bagi 4 pitar pengaturan tenaga kesehabn.

l2.Penibinaan Dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Tenaga Kqsehatan

dengan melibatkan organisasi profesi bidang kesehatan'

Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:

1) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Tenaga

Kesehatanl

2l meiindungi penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan

yang dilakukan Tenaga Kesehatan;

3) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tcnaga Kesehatan.

Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk identitas

lain seolah-olah yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang

kompeten dan berwenang dan memberikan pelayanan kesehatan.
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Dalam rangka pengawasan, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Tenaga

Kesehatan yang tidak melaksanakan/melanggar ketentuan :

1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya wajib memiliki STR.

2) Setiap Tenaga Kesehatan yang rnenjaiankan praKik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib

memiliki izin.

3) Terraga Kesehatan yang menjalanPon praKik perseorangan wajib memiliki

SIP dan mennasang papan nama praktik.

4) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan

melakukan Upaya Kesehatan di Indonesia harus memenuhi persyaratan

seftifikasi, registrasi, dan perizinan.

5) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang aksn merrjalankan praKik

dan/atau oekerjaan keprofesiannya harus mengikuti evaluasi, sertifikasi

dan uji kompetensi.

6) Tenaga Kesehatan warga negara asing wajib memiliki STR dan SIP atau

SIK.

7l Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya wajib:

a) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi,

Standar pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, etika profesi

serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

b) memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau

ketuarganya atas tindakan yang akan diberikan;

menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatanl

membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang

pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan; dan

c)

d)
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e) merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain

yang mempunyai Kompetensidan kewenangan yang sesuai.

8) Tenaga Kesehatan dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan

danlatau meminta uang muka terlebih dahulu.

9) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada

Konrpetensi yang dimilikinya.

10) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya berkewajiban unttrk mematuhi Standar Profesi, Standar

Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Setiap Undakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh

Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.

12) SeUap TenaEa Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan

pereoranEan wajilr membuat rekam medis Penerima Pelayanan

Kesehatan.

13) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerinhh kabupaten/kota dapat

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang tidak melaksanakan ketentuan:

1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau kepala daerah yang

membawahi Fasilitas Pelayanarr Kesehatan harus mempertimbangkan

pemenuhan kebufuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta

keamanan dan keselamatan keqa Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2) Selairr rnemenuhi persyai'atan Tenaga Kesehatan warga negara asing wajib

memiliki STR dan SIP atau SIK.

3) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus disimpan dan dijaga

kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan
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4) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang

Kesehatan yang tidak merniliki STR dan izin untuk

atau pekerjaan keprrofesiannya di Fasiliias Pelayanan

Sanksi administratif dapat berupa:

1) teguran lisan;

2) teguran teftulis; dan/atau

3) denda dan/atau pencabutan izin.

rnengizinkan

rnenjalankan

Kesehatan.

Tenaga

praktik

Sanksi administraiif terhadap Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan

kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

igiet€ntuan Pidana

1.) Tenaga Kesehatan

Daiam RUU tentang Tenaga Kesehatan, perlu diatur sanksi pidana sebagai

berikut:

Setiap Tenaga Kesehatan .vang dengan sengaja menjalankan praftik

dan/abu keprofesiannya tanpa memiliki STR, dipidana dengan pidana

denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja

rnenrberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR, dipidana dengan

pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima putuh juta rupiah).

d. Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya tanpa memiliki izin, dipidana dengan pidana denda paling

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

e. Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan senEaja

memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP atau SIK, dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

b.

c.

x
&
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Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah), setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja:

a. menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya tidak mematuhi

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur

Operasional, sehingga menyebabkan cedera atau kematian pada Penerima

Pelayanan Kesehatan; atau

b. nnemberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode aiau tata

cara pengobamn nonkonvensicnal yang belum ditetapkan sebagai rnetode

pengobata n komplernenter'alternatif;

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupian), setiap Tenaga Kesehatan yang:

a. dengan sengaja tidak merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga

Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang

sesuai unfuk menangani permasalahan kesehatan Penerima Pelayanan

Kesehatan,

b. dengan sengaja Udak memberikan pertolongan pertama kepada Penerima

Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada

bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacaian,

c. melakukan Undakan pelayanan kesehatan perceorangan tanpa

memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan, atau

d. dengan sengaja membuka rahasia kesehatan Penerima Pelayanan

Kesehatan tanpa alasan yang sah,

2i Setiaporang yang bukanTenaga Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja mengEunakan identitas berupa gelar atau

bentuk identitas la!n seoiah-olah yang beisangkutan merupakan Tenaga

Kesehatan yang kornpeten dan benruenang dan memberikan pelayanan

kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
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3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan sengaja

mempekerjakan Tenaga Kesehatan tanpa STR dan izin, dipidana dengan

pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana iersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana

yang dijatuhkan adalah pidana denda di atas ditambah sepertiga atau

dijatr.rhi lrukuman tambahan berupa pencaL'utan izln Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

Sistem Pemidanaan di Indonesia

L.H.C. Hullsman pemah mengeinukakan bahwa sistem pemidanaan -{ffe
sentencing s.ustem) adalah atura n perundang'u nda ngan ya ng berhubungan

dengan sanksi dan pemidanaan (the sbtutory rul* relating to penal anction

and punishmenfl. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemldanaan

diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana

oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup

keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum

pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang

ci'rjatuhisanksi (hukum pidana). Ini berafti semua aturan perundang-undangan

mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukr.lm

Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagaisatu kesatuan sistem pemidanaan.

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, beftolak dari pengertian di atas,

maka apabila aturan aturan perundang-undangan (the statutoty ilel) dibatasi

pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan

bahwa keseluruhan ketentuart dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun

aturan khusus tentang perumusan tindak piriana, pada hakekatnya merupakan

satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum

pidana substantif tersebut terdii"i dari aturan umum (general rule$ dan aturan

a.

b.
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khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan

aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam

Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya

memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan

khusus yang menyimpang dari aturan umum. Ketentuan pidana yang tercantum

dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus

(sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem

pcmidanaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi

dalanr (konsisten dengan) aturarr umum (genenl rules). Namun, dalam

Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat mernbuat aturan khusus

yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum. Dalam hukum pidana di

Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga)

permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana ( strafsoort), lamanya ancaman pidana

(stra fmaa t), da n pelaksa naa n p ida na (stn fm odus).

a. Jenis pidana (stnfsoort)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri

dari :

1) Pidana pokok berupa : - Pidana mati ; - Pidana penjara ; - Pidana

kurungan ; - Pidana denda ; - Pidana hrtupan.

2) Pidana tambahan berupa : - Pencabutan beberapa hak tertentu ;

Perampasan barang-barang tertentu ; - Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal i0 KUHP, Irrdonesia hanya

mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. lamanya Aneaman Pidana (s'tnfmaat)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada

perbuatan pidana yang sama. oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan

satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mernpunyai arti, bahwa hakim

bebas dalam memilih ancaman pidana. sedangkan mengenai lamanya atau

jurnlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman.

Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk

menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan
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hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-

wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa

salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus

seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana Udak boleh melebihi beratnya

delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian

berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah

untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan

bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan

cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan

serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau

kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum cian maksimum khusus

sefta m,nimum umum. Ketentuarr maksimum bagi penjara aoalah i5 (iima

belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, cian

maksimum khusus dlcantumkan dalam uaptiap rumusan delilq sedangkan

pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana

penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam

undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat nrenambah

dan mengurangi pidana. Keadan yang dapat menguranEi pidana adalah

percobaan dan pembantuan, dan terhacap dua ha! ini, pidana yang diancamkan

adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga,

sepefti ketentuan dalam Pasal 53 ai.at (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan

dalam hal percobaan dikurangi sepertiga". sedangkan Pasal 57 ayat (l) KUHP

berbunyi"Dalam hai pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,

dikurangi sepertiga". Disamping keientuan yang meringankan juga diatur

tentang keadaankeadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana,

yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara

dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi

maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.
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c. Pelaksanaan Pidana (strafmodus)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang

dinamakan pedoman pernidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus

suatu perkara diberi kebebasan rnemilih jenis pidana (strafsoorfl yang

dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di

dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya

pidana (xrarmaa$ yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-

undang hanya maksinrum dan minirnum oidana.

d. Perkembangan Teori-Teori tentang Tujuan Pemidanaan.

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seir'ing

dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang

mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya

tujuan pidana dan pemidanaan dapat diilhat dari berbagai teor!-teori

pemidanaan yang datam perkembangannya sebagni berikut:

1) Teori Absolut I Retributive (Retributism)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan

terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang Udak mengenal

kompromi untuk diberikan sebagai pernbalasan terhadap suatu kejahatan. Teori

retributivisme mencari pendasai'an hukuman dengan memandang ke masa

lampau, yaitu memusatkan ai'gumennya pada tindakan kejahatan yang sudah

dilakukan.

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima

hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusiyang adil bagi

kerugian yang sudah diakibatkan.

2)Teo ri Relatif / Teleo log i s (Tel eo log ia I Th eory)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntuan absolut dari

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagal

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes

menganggap teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat"

(the theory of social defence). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya
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pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang

mernbuat kejahatan (guia peccatum es$, melainkan supaya orang jangan

melakukan kejahatan (nepeccatufl.

Selanjutnya dikemukakan juga oleit Muladi mengenai Nigel Walker yanE

berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran

reduktif (the reductive point of view), karena dasar pembenaran menurut teoi'i

ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana

bukanlah sekedar untuk rnelakukan pembalasan atau pcngimbalan kepada

crang yarng telah melakukan suatu tindak piciana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bennanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut

juga teori tujuan (utititarian theoy). Dasar pembenaran dari teori ini adalah

adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang

nncmbuat kejahatan (quia peccatum est), melainkan supaya orang jangan

meiakukan kejahatan (nepeccatuf). Berdasarkan tujuan pidana yang

dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam

prevensi khusus yang Citujukan terhadap terpidana dan prevensi unnum yang

ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel rnenunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :

a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah

penjahat yang rnempunyai kesempaian, untuk tidak melaksanakan niat

buruknya.

b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin

diperbaiki.

Tujuan satu-satunya suaiu pidana ialah memmpertahankan tata cara

tertib Hukum

3) Teori Retributive Teleologis (Teleologial Retributivist) / Teori

Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan

sepefti vang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat
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lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori

gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada

pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur

prevensi. Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori

gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan Andi Hamzah

rnengatakan : "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan

rnasyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi

pidana dan tinciakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan

terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."

Daiam ha! teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan

seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa

tecri ini tidak boleh lebih herat daripada yang ditimbulkannya rlan gunanya juga

tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan

juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar derrgan te ori rhomas Aquino yang

mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang

pidana khususnya.

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian

bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembatasan,

prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Me'eka adalah Einding,

Merkel, Kohler, Richad Schmid dan Beling.

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai

paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur

periinduttgan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara

kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganur

teori gabungan ini. Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan

bersifat plunl (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip tetmlogls

(prinsip-prinsip utilibn'an) dan prinsip-prinsip retributivrst di dalam satu

kesatuan sehingga serinEkali pandangan ini disebut sebagai aliran integrative.
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14. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan rnemuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau

hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertuiuan

untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjarnin kepastian hukum;

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak

d. pei'ubahan ketcntuan Peraturarr Perundang-undangan; Can

e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur ketentuan peralihan sebagai

berikut: \
(1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh

Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan

masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2)Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bulGi Registrasi dan perizinan

wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2

(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3)Tenaga Kesehatan lulrrsan pendidikan menengah, Diploma I dan Diploma

II yang telah rnemiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 15 (lima

belas) tahun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dapat diberikarr

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan atau praktik sebagai Tenaga

Kesehatan.

(4) Kewenangan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan

mendapatkan STR Tenaga Kesehatan.

(5)Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan ffi€rr€n!?h, Diploma I dan Diploma

II yang telah rnemiliki pengalaman kerja kurang dari 15 (lima belas)

tahun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dapat diberikan

kewenangan unfuk menjalankan pekerjaan sebagai asisten Tenaga

Kesehatan.
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15. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan

Perundang-undangan;

b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;

c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan

d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undanlqan

1) Pemberlakuan

Pada saat undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak beftentangan cengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini.

2) Pencabutan

sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika

ada Perah.rran Perundang-undangan lama yang ticiak diperlukan lagi dan

diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-

undangan yang baru harus secara tegas mencabut perafuran perundang-

undangan yang tidak diperlukan itu. peraturan perundang-undangan hanya

dapat dicabut melalui Peraturan Perrrndang-undangan yang setingkat atau

lebih tinEgi. Pencabutan melatui peraturan perundang-undangan yang

tlngkatannya leblh tinggi dilakukan jika peraturan perundangundangan yang

iebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau

sebagian dari materi Perafuran Perundang-undangan yang lebih rendah yang

dicabut itu. RUU tentang Tenaga Kesehatan ini mencabut pp Nomor 32

Tahun 1996 karena RUU ini sudah menampung materi yang daitur dalam pp

Nomor 32 Tahun 1996 , disebutkan sbb:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1995 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Pasal 21 ayat (3), ketentuan mengenai

tenaga kesehatan perlu diatur dengan Undang-undang. Tenaga

kesetratan adalah setiap orang )iang mengabdikan diri r-falam E'idang

kesehatan sefta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang untuk jenis teftentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Bahwa ciiithai dari sisi urgensinya terutanra dikaitkan dengan amanat dari

UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dengan beftambahnya

tenaga kesehatan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,

maka perlu diaturnya ketentuan yang mengatur mengenai tenaga

kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar ada pengaturan

'/ang sama antara tenaga kesehatan yang satu dengan yang lainnya.

3. Pengaturan tenaga kesehatan dalam Undang-undang tersebut bertujuan

untuk :

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;

b. Mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat;

c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalarn menerima

penyelenggaraan upaya kesehatan;

d. t{empertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya

kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; Can

e. Memberikan kepastian hukum.
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4.

5.

Undang-Undang ini mengatur mengenai tenaga

yang teiah diatur dalam undang-undang Praktik

kesehaian kecuali hal-hal

Kedokteran.

Pengaturan tenaga kesehatan diselenggarakan berdasarkan Pancasila,

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dan berasaskan

pada peri kemanusiaan, manfaat, pemei.ataan, etika can profesionalitas,

penghcrmatan terhadap hak dan kewajiban, keaciilan, pengabdian, dan

no!'ma agama.

pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan meliputi 4 upaya

pokok yaitu : pe!'encanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pernbinaan

serta pengawasan mutu tenaga kesehatan'

7. Perencanaan tenaga kesehaian disusun berdasarkan ketersediaan dan

rencana kebutuhan tenaga sesuai dengan kaidah perencanaan tenaga

kesehatan. Pengadaan tenaga lssghatan dilakukan melalui pendidikan

dan pelatihan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehabn perlu

meliputi pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga

kesehatan. Selaniutnya dalam undang-undang ini perlu ditetapkan

tentang seftifikasi, registrasi dan izin praktik tenaga kesehatan,

pembinaanpraktekdanlatupekerjaankeprofesian,penegakandisiplin

tenaga kesehatan, standar profesi, standar pelayanan profesi dan euka

tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga

kesehatan, penetapan tentang tenaga kesehatan luar negeri dan tenaga

kesehatan warga asing dan organisasi profesi'

B. Saran

1. Naskah Akadeniik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dar:

pembahasanRancanganUndang-UndangtentangTenagaKesehatan.

5.
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2. Sebelum ketentuan tentang asas dari Undang-undang ini, disarankan

perlu dikemukakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan tenaga

kesehatan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945, dan memperhaiikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka.

3. Untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini

diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak yang terkait baik

dikalangan pemerintah, khususnya di Kementerian Kesehatan cian di

lingkungan legislatif.

4. Berbagai materi yang perlu dipertimbangkan untuk ciimasukkan dalam

RUU Tenaga Kesehatan adalah asas-asas, tujuan, tanggung jawab dan

wewenang Pemerintah dan - Pemerintah Daerah, kualifikasi dan

per,gelo:'npokan'tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan dan

pendayagunaan tenaga keehatan, sertifiksi, registrasi dan perizinan

tenaga kesehaftn, organisasi Profesi, tenaga kesehatan lulumn luar

negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing, hak dan kewajiban

tenaga kesehatan, penyelenggaraan keprofesian, P€nY€lesaian

perselisihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan

ketentuan peralihan.

5. RUU tentang Tenaga Kesehatan inijuga perlu dilakukan sinkronisasi dan

harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga

Udak tumpang tindih dan duplikasi pengaturan.
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